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BAB |
PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang
melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan
d=mokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah dimiliki itu belum
mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan,
s=hingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global
dewasa ini. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan
dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai
dari merumuskan kebijakan hingga implementasi kebijakan dalam berbagai
sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan
tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu
memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan
tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok
PNS profesional seperti itu perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur
pelatihan.Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dimana praktik
penyelenggaraan pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah
sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan
Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani masa
percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk
membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme
dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab,
dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan

sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu



penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan
nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan
peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan,
serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan
manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang
professional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan pelatihan tersebut,
diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam
melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik,
pzlayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai
d=ngan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia Kini
memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital
economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau
dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan
tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun
regional. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan
penting dalam proses pelayanan public dalam masyarakat, merupakan aset
regara yang perlu dikembang potensi dan kemampuannya. Untuk
mewujudkan hal itu,diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai
ewal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep
Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat
tarintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan
penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang
ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar
CPNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN
dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan
bersikap, bertindak profesional, serta mengelola tantangan dan masalah
keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of
government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS

berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik



Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai

pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS."

B. DASAR HUKUM

p |
2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
Permenpan RB nomor 27 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional
Asisten Perisalah Legislatif.

Persekjen DPR Rl nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.
Persekjen DPR Rl Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kompetensi Jabatan

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

*“Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil” diperoleh dari Website Sipka LAN RI:
https://sipka.lan.go.id/download/file?path=public%2Fkebijakan&name=1548760096 237898699.pdfPa

da Tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 17.00 WIB.
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PROFIL ORGANISASI

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIT KERJA

adanya visi, misi dan tujuan merupakan hal penting untuk menjalankan
kegiatan dalam organisasi tersebut. Visi, misi, dan tujuan Biro Persidangan |
merupakan turunan dari Renstra Deputi Bidang Persidangan. Visi, Misi, dan
tujuan ini merupakan pegangan dan dioperasionalkan oleh seluruh seluruh
SDM Biro Persidangan | dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk

mendukung kegiatan persidangan komisi dan Persidangan Paripurna DPR

Rl. Visi, misi, dan tujuan terdapat pada bagian dibawah ini.?

VISI

- Terwujudnya dukungan
persidangan Komisi dan
Persidangan Paripurna
yang profesional dan
akuntabel

» MIS!

|

TUJUAN

»Mewujudkan dukungan
rapat dan tata usaha
~dalam pelaksanaan fungsi

DPR RI di bidang Legislasi,

Bidang Anggaran, dan
Bidang Pengawasan
- Mewujudkan dukungan
rapat dan tata usaha
dalam pelaksanaan
Persidangan Paripurna
«Mewujudkan kebijakan
penyelenggaraan dukungan

persidangan di Komisi dan

Persidangan Paripurna

\_

B

. Meningkatkan

AY &

dukungan rapat dan
tata usaha
pelaksanaan Fungsi

. Meningkatkan

dukungan rapat
dan tata usaha
pelaksanaan

. Meningkatkan
kebijakan
penyelenggaraan
persidangan di

DPR RI di Bidang Persidangan Komisi dan
Legislasi, Bidang Paripurna Persidangan
Anggaran, dan Bidang Paripurna

Pengawasan

he

he

Bagan 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Biro Persidangan |

* Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Persidangan | Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.(Sekretariat Jenderal Dewan
>erwakilan Rakyat Republik Indonesia: 2019) hlm. 7-8




STRUKTUR ORGANISASI

PIMPINAN DPR RI

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN KEAHLIAN
[ |
DEPUTI
PERSIDANGAN
l I l
KEPALA BIRO
PERSIDANGAN |
[ | | |
KABAG. SET, KABAG. KABAG. FUNGSIONAL
KOMISI Is.d. XI || PERSIDANGAN BAGIAN : =
P lah latif
PARIPURNA RISALAH -
[
—i Perisalah Legislatif Ahli Muda J

—| Perisalah Legislatif Ahli Pertama |

——[ Asisten Perisalah Legislatif Penyelia |

—rAsi-_uen Perisalah Legislatif Mahir l

—l Asisten Perisalah Legislatif Terampil |

—| Penyusun Risalah l

_-| Analis Tala Usaha [

—-I Pengolah Data

|

—{ Pengadministrasi Umum [

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Biro Persidangan |




C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

R=formasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif, dijelaskan di Pasal Lima

dalam BAB IV mengenai Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan.?

“Tugas Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yaitu

melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif,
yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil

transkrip legislatif’

Sementara itu menurut Pasal 7 dalam peraturan yang sama, dijelaskan

u-aian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif sesuai

d=ngan jenjang jabatannya. Untuk uraian kegiatan jenjang jabatan Asisten

Perisalah Legislatif Terampil meliputi:*

i1,
2.

Melakukan kegiatan penelaahan jadwal rapat dewan per masa sidang,
Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis tempat rapat
sebelum melakukan kegiatan perekaman rapat,

Mengumpulkan data dan bahan untuk persiapan rekaman rapat,
Melakukan kegiatan penyusunan kodefikasi dan pemberian label pada
kaset/compact disk/media rekam,

Menyusun rencana kerja sesuai dengan jadwal rapat per masa sidang,

Menyusun rencana kebutuhan media rekam dalam rangka

pelaksanaan rapat,

3"peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif” diperoleh dari
W/ebsite Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia: http://ditienpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1418-2017.pdf pada Tanggal 2
September 2019 Pukul 09.06 WIB.

“Ibid.,

7.

Melakukan perekaman rapat dengan kaset berdasarkan:

a. rapat dengan waktu singkat,



b. rapat dengan waktu sedang, dan
c. rapat dengan waktu lama

8. Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam suara digital

berdasarkan:

a. rapat dengan waktu singkat,

b. rapat dengan waktu sedang, dan
c. rapat dengan waktu lama;

9. Melakukan perekaman rapat dengan alat rekam audio visual

berdasarkan:
a. rapat dengan waktu singkat,
b. rapat dengan waktu sedang, dan
c. rapat dengan waktu lama.
10.Melakukan perekaman rapat dengan alat voice to text berdasarkan
a. rapat dengan waktu singkat,
b. rapat dengan waktu sedang, dan
c. rapat dengan waktu lama.

11.Melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan urutan, nama, dan jumlah

pembicara rapat berdasarkan:
a. rapat dengan waktu singkat,
b. rapat dengan waktu sedang, dan
c. rapat dengan waktu lama.
12.melakukan validasi terhadap labeling rekaman.

13.melakukan kegiatan validasi serta klarifikasi urutan dan nama

pembicara rapat.

14. mengindentifikasi waktu dan klarifikasi nama pembicara rapat.



15.menyusun serta melengkapi tambahan data dan bahan rapat tertulis.

16.menyerahkan hasil rekaman rapat dilengkapi bahan rapat dan data

pendukung untuk dilakukan transkrip.
17.melakukan alih media rekaman dari alat kerja rumit.
18.melaksanakan kegiatan duplikasi hasil rekaman.
19.melakukan penyimpanan hasil rekaman rapat.
20.mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip.

21.melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Indonesia dari alat

kerja sederhana:
a. berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas :
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman,
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman,

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150

halaman,

4)jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman,
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman, dan
b. berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman,
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman,

3)jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 130

halaman,

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman; dan

5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman.



22.melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Indonesia dari alat

kerja rumit:
b. berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman.
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman.

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150

halaman.

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman, dan,
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman, dan
c. berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman,
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman,

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150
halaman,

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman, dan,
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman;

23.melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Daerah dari alat kerja

sederhana:
a. berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman,
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman,

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150

halaman,



4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman, dan,
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman:
b. berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman,
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman,

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150

halaman.

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman.
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman.

24.melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa Daerah dari alat kerja

rumit :
a. berdasarkan kualitas hasil rekaman jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman,
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman,

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150

halaman,

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman, dan,
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman.
b. berdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas:
1) jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan 50 halaman,
2) jumlah halaman transkrip rapat 51 sampai dengan 100 halaman,

3) jumlah halaman transkrip rapat 101 sampai dengan 150
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halaman,

4) jumlah halaman transkrip rapat 151 sampai dengan 200

halaman,
5) jumlah halaman transkrip rapat diatas 200 halaman.
25.melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip rapat.
26.melakukan penyimpanan transkrip rapat.

27.melakukan penyerahan hasil transkrip dilengkapi bahan rapat dan data

pendukung sebagai bahan pembuatan risalah sementara.
28.menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang meliputi:

a. bulanan,

b. triwulan,

c. semester, dan

d. tahunan.

29.menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan yang meliputi:
a. bulanan,

b. triwulan,

c. semester,

d. tahunan.

30.menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang
dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di seluruh alat kelengkapan majelis

atau alat kelengkapan dewan.
31.menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang meliputi:
a. bulanan,

b. triwulan,
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32,

c. semester, dan
d. tahunan.

menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat per alat

kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan yang meliputi :
a. bulanan.

b. triwulan.

c. semester, dan

d. tahunan.

D. Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN, Kedudukan Dan Peran ASN Dalam NKRI

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar ini bertujuan sebagai penguatan nilai-

nilai dasar profesi ASN yang merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh

seluruh ASN, meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu
dan Anti Korupsi (ANEKA), serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu
Whole Of Government, Managemen ASN dan Pelayanan Publik. Berikut Nilai-

nilai dasar profesi ASN, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang meliputi

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi
(ANEKA) serta Whole Of Government, Managemen ASN dan Pelayanan Publik:
1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi

untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang

PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut :

d.

Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik
kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;

. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah

keterlibatan PNS dalam politik praktis;
Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
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d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.

Selain itu, akuntabilitas juga memiliki aspek-aspek yang mencangkup

beberapa hal antara lain :

a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)

b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)

c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
(Accountabilityrequiresreporting)

d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
(Accountabilityismeaninglesswithoutconsequences)

e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountabilityimprovesperformance)

Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu :

a. Untuk menyediakan kontrol demokratis

b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Nilai-nilai dasar yang terkandung pada aspek akuntabilitas antara lain :

a) Jujur

b) Transparan

)
)
¢) Integritas
d) Tanggungjawab (responsibilitas)
)

e) Keadilan

f) Kepercayaan

g) Keseimbangan

h) Kejelasan target

i) Konsisten

j) Partisipatif

. Nasionalisme

Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan
satu identitas sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme

Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan Warga Negara Indonesia
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terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Dengan adanya nilai-nilai Pancasila diharapkan setiap ASN memiliki rasa
nasionalisme yang kuat dan lebih memikirkan kepentingan publik, bangsa dan
negara dibanding kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya.
Nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, antara lain :

a) Religius

b) Amanah

c) Disiplin

d) Non Diskriminasi

e) Saling Menghormati

f) Persamaan Derajat

g) Mencintai sesama manusia

h) Rela Berkorban

i) Menjaga Ketertiban

i) Kerja Sama

k) Cinta Tanah Air

I) Musyawarah

m)Kekeluargaan

n) Kepentingan Bersama

0) Hidup Sederhana

p) Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya.

q) Kerja Keras

r) Menghargai karya orang Lain

s) Menghormati Keputusan Bersama

t) Tenggang Rasa

. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan
dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggungjawab pelayanan publik.

Nilai-nilai dasar etika publik antara lain :

a) Memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila
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b) Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945
) Profesional
d) Tidak berpihak
e) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian

C

f) Non diskriminatif

g) Beretika luhur

h) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public

i) Memberikan pelayanan dengan jujur, tanggap, cepat, tepat dan akurat

j) Berdaya guna dan berhasil guna

k) Santun dalam berkomunikasi, berkonsultasi dan bekerjasama

[) Transparan

m)Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai

n) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan

o) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir

. Komitmen Mutu

Penilaian mutu sesuatu berdasarkan pada subyektifitas seseorang, maka dari

itu untuk mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan

sehingga sebuah mutu pelayanan dapat terkontrol dengan baik. Berikut

adalah nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam komitmen mutu antara lain :

a) Bekerja dengan berorientasi pada mutu

b) Inovatif

c) Selalu melakukan perbaikan mutu

d) Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjan

e) Membangun kerjasama kolegial antarpegawai yang dilandasi kepercayaan
dan kejujuran

f) Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun
eksternal

g) Menampilkan kinerja tanpa cacat (zerodefect) dan tanpa pemborosan
(zerowaste), sejak memulai setiap pekerjaan

h) Efektif dan efisien dalam bekerja
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5. Anti Korupsi
Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya
diri sendiri maupun golongan.
Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain :
a) Jujur
b) Peduli
c¢) Mandiri
d) Disiplin
e) Tanggungjawab
f) Kerja Keras
g) Sederhana
h) Berani
i) Adil
6. Whole of government
WOG merupakan suatu upaya dalam sistem pemerintahan yang bersatu
dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.
WOG juga memiliki pemahaman yakni suatu pendekatan penyelenggaraan
pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas di pemerintahan.
7. Managemen ASN
Visi UU ASN adalah mewujudkan ASN yang memiliki integritas profesional,
melayani dan sejahtera.Misi UU ASN adalah memindahkan ASN dari comfort
zone ke competitive zone.
Tujuan utama UU ASN antara lain :
a) Independensi dan netralitas
b) Kompetensi
c) Kinerja atau produktifitas kerja
d) Integritas
e) Kesejahteraan
f) Kualitas pelayanan publik

g) Pengawasan
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8. Pelayanan publik

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat

yang merupakan kewajiban ASN sebagai abdi masyarakat.

Terdapat 7 sikap pelayanan prima, yakni :
a) Passionate (bersemangat)

b) Progressive (memakain cara terbaik)
c) Proaktive (antisipatif, tidak menunggu)
d) Promth (positif, tanpa curiga)

e) Patience (sabar)

f) Proporsional (tidak mengada-ada)

g) Functional (tepat waktu)
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BAB Il
RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU
1. Belum adanya pedoman laporan pembuatan transkripsi rapat
secara baku
i. Masalah
Dalam penyusunan transkripsi rapat yang dilakukan oleh
Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif belum ada laporan
secara formal yang tertulis dan mudah untuk dibaca mengenai hasil
pengolahan transkrip rapat. Selama ini, proses pengolahan
transkrip rapat hanya dilakukan secara mandiri tanpa adanya
pedoman laporan mengenai proses penyuntingan yang dilakukan
oleh Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif Terampil
kepada Asisten Perisalah Legislatif Penyelia.
ii. Penyebab
Alur koordinasi dalam kondisi 18ai ka yang terjadi saat ini di
Bagian Risalah belum optimal dilakukan sesuai dengan pembagian
tugas dan fungsi berdasarkan Permenpan RB Nomor 27 Tahun
2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
sehingga belum ada tata cara yang jelas mengenai pedoman
laporan yang seharusnya dilakukan oleh Asisten Perisalah Legislatif
Terampil kepada Asisten Perisalah Legislatif Penyelia.
iii. Kondisi yang Diharapkan
Kondisi yang diharapkan terjadi dari isu tersebut adalah
dapat mempercepat penyusunan transkripsi rapat yang dibuat
dengan penjelasan secara detail sehingga ketika laporan diberikan
kepada Jabatan Fungsional yang lebih tinggi yakni Asisten
Perisalah Legislatif Penyelia, maka akan dapat dengan mudah

dilakukan proses validasi hasil transkripsi rapat tersebut.



iv.

Dampak
Tanpa pembuatan pedoman laporan transkrip tidak 19ai

memenuhi mekanisme kerja sesuai dengan Permenpan tersebut.

2. Belum adanya pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat

yang baku

iii.

Masalah

Hasil-hasil pekerjaan dari transkripsi saat ini tidak
terkoordinasi dengan baik dalam hal penyimpanan. Hanya
beberapa dokumen transkripsi rapat yang dikumpulkan dan
disimpan dalam bentuk soffcopy yang berisi transkripsi rapat dalam
bentuk pdf atau docx belum disertakan kelengkapan bahan rapat
dan daftar hadir sebagai menjadi transkripsi lengkap yang menjadi
dokumen negara yang valid dan akurat.
Penyebab

Mekanisme kerja yang terjadi saat ini di Bagian Risalah
masih dilakukan secara individual dan belum menerapkan alur kerja
sebagaimana tertuang dalam permenpan RB nomor 26 dan nomor
27 tahun 2017 hal ini disebabkan belum memiliki adanya pedoman
penyimpanan hasil transkrip rapat, sehingga dokumen transkripsi
rapat sulit untuk ditelusuri.
Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan adalah pelaksanaan pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat dilaksanakan oleh jabatan
Asisten Perisalah Legislatif secara individu dengan cara yang
seragam dan baku sehingga dapat membantu kinerja yang lebih
efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam hal penyimpanan.
Dampak

Kedepanya jika tidak ada pedoman untuk penyimpanan
transkrip rapat maka dikhawatirkan softcopy dari hasil transkrip

rapat tersebut akan tercecer yang berpotensi hilang dan
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menyulitkan dalam penelusuran transkrip lengkap sehingga
menghambat proses pengelolaan hasil transkripsi selanjutnya

sesuai permenpan RB.

3. Belum adanya Database terpusat transkrip

[l

Masalah

Hingga saat ini, Bagian Risalah belum memiliki pusat data
center untuk database kumpulan transkrip rapat yang terangkum di
dalam satu tempat yang tersistem secara baik dan cukup canggih.
Padahal, pembuatan database untuk Bagian Risalah sangatlah
penting untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal
DPR sebagai supporting system dari DPR RI sebagai lembaga
tinggi negara mengingat pentingnya transkrip rapat sebagai sebuah
dokumen negara.
Penyebab

Sistem jaringan di dalam ruang Bagian Risalah belum
terkoneksi satu dengan lainnya dengan bantuan intranet sehingga
masing-masing pejabat fungsional di Bagian Risalah bergerak
secara individual dan penyimpanan data juga disimpan secara
individual. Proses kegiatan tersebut belum sesuai dengan tugas
dan fungsi yang terdapat dalam peraturan yang sudah dikeluarkan
pemerintah.
Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan terjadi adalah adanya satu
kesatuan database yang terpusat untuk penyimpanan produk-
produk dari Bagian Risalah. Penyimpanan yang dimaksud yaitu
berupa offline maupun online sehingga data-data yang tersedia
dapat terjaga dengan baik.
Dampak
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Tidak adanya pusat database di dalam Bagian Risalah akan
membuat data-data maupun produk-produk yang dihasilkan tidak
dapat tersimpan, terarsip, maupun terorganisasi dengan baik. Data
maupun produk tersebut akan rawan hilang maupun dicuri jika tidak
diorganisir dengan baik

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Dengan menggunakan 21ai ka analisis USG (Urgency, Seriousness,
dan Growth), maka penulis akan menentukan satu isu yang akan diangkat
dalam rancangan aktualisasi. Urgency menunjukkan seberapa mendesak
suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness
menunjukkan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan
akibat yang ditimbulkan, Growth menunjukkan seberapa besar
kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana
mestinya. Masing-masing 21ai kanta diberikan rentang skor 1-5 bagi

masing-masing isu berdasarkan tingkat kesesuaian isu dengan indakator

tersebut.

A | Belum adanya penyunoran

transkripsi 31 3| 4 10
rapat
B | Belum adanya pedoman penyimpanan 4l 4l 5 13

dokumen transkripsi rapat yang baku
C | Belum adanya Database transkrip terpusat 34 & 2 9

Tabel 3.1 Matriks Analisis USG

Berdasarkan hasil analisis USG tersebut maka isu yang akan penulis
bahwa dalam rancangan aktualisasi adalah “Belum adanya pedoman

penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang baku”
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C. GAGASAN PEMECAHAN ISU
Usulan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang baku akan memudahkan dan
mempercepat validasi data penyimpanan di bagian risalah. Usulan pedoman penyimpanan juga diharapkan
mampu menjadikan dokumen yang lebih akurat dan akuntabel. Selain itu, 22ai menjadi pedoman bagi asisten

perisalah legislatif untuk dapat menyelesaikan penyimpanan transkripsi rapat lebih efektif dan efisien.

D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : | Bagian Risalah

Identifikasi Isu .| 1 | Belum adanya penyusunan laporan transkripsi

rapat secara baku

2 | Belum adanya pedoman penyimpanan

dokumen transkrip rapat yang baku

3 | Belum adanya database transkripsi terpusat.

Isu yang diangkat : | Belum adanya pedoman penyimpanan dokumen

transkripsi rapat yang baku

Gagasan Pemecahan Isu : Usulan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang baku akan
memudahkan dan mempercepat proses pengolahan hasil transkrip sesuai mekanisme kerja yang tercantum
dalam Permenpan RB . Usulan pedoman penyimpanan juga diharapkan mampu menjadikan dokumen
transkrip yang disimpan adalah dokumen yang lebih akurat dan akuntabel.

Langkah langkah Penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang dimaksudkan adalah melalui proses

sebagai berikut :
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2 )

2,

Penyimpanan dokumen transkripsi dalam bentuk word (DOCX) dan kelengkapan berkas berupa bahan
rapat, skenario rapat, daftar hadir dan lain-lain discan kemudian disimpan dalam bentuk (PDF).
a. Klasifikasi file folder berdasarkan :

TAHUN BULAN AKD TANGGAL RAPAT

b. Penyimpanan dalam bentuk tabel

TABEL
PENYIMPANAN DOKUMEN TRANSKRIPSI DAN BERKAS RAPAT
DI BAGIAN RISALAH

NO | BULAN AKD i T‘;:EE:L i JENIS RAPAT ACARA = :L‘;i"_}, = BERKAS
- Bulan : Disesuaikan dengan bulan pelaksanaan rapat

- AKD . Diisi berdasarkan penyelenggara rapat

- Tanggal . Diisi berdasarkan tanggal pelaksanaan rapat

- Jenis Rapat : Diisi berdasarkan jenis kegiatan pelaksanaan rapat berupa

(rdp/rdpu/raker/panja/sidang paripurna, dll)

- Acara . Diisi berdasarkan pokok pembahasan rapat
- Sifat Rapat : Diiisi berdasarkan sifat rapat tertutup atau terbuka
- Berkas . Diisi berdasarkan materi dokumen berupa transkripsi dan kelengkapan bahan rapat

yang tertaut (link) pada file folder.
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3. Optimalisasi Pencadangan Penyimpanan Cloud DPR

a. Akses website cloud.dpr.go.id
b. User name dan password diisi menurut data diri masing-masing pegawai
c. Pembuatan map berdasarkan tahun rapat, bulan rapat, alat kelengkapan dewan dan tanggal
pelaksanaan rapat
d. Upload file dengan pemilihan file transkripsi dan kelengkapan berkas rapat
RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI
Kontribusi
? " : Keterkaitan Substansi | terhadap Visi | Penguatan Nilai
No Kegiatan Tahapan Kegiatan | Output/ Hasil Mata Pelatihan dan Mist Oraahilsasi
Organisasi
1 |Diskusi a. Perbaikan Usulan |a. Rancangan a. Menerapkan nilai-nilai Terwujudnya |Akuntabel,
terarah Rancangan aktualisasi transparansi, dukungan dengan membuat
dengan b. Konsultasi b. Notulensi saran bertanggung jawab dan persidangan pedoman
mentor c. Persetujuan berupa kejelasan komisi dan penyimpanan
masukan atau (Akuntabilitas). persidangan  |transkrip rapat
perbaikan b. Dalam pembuatan paripurna yang |yang baku maka
c. Mendapatkan rancangan, profesional & |bagian risalah
Persetujuan memerhatikan inovasi akuntabel telah menerapkan
yang berkualitas prinsip akuntabel
(Komitmen Mutu). karena dokumen
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. Memerhatikan etika

dalam konsultasi dengan
mentor (Ctika Publik).

. Menerapkan nilai-nilai

kerjasama untuk
kepentingan bersama
(Nasionalisme).

Melakukan
Pembuatan
Pedoman
Penyimpanan
Dokumen
Transkripsi
Rapat

. Konsultasi dengan

mentor

. Pengumpulan

data terkait
penyimpanan
Dokumen
transkrip rapat

. Membuat

pedoman
penyimpanan
dokumen
transkripsi rapat.

. Melakukan uji

coba penggunaan
matrix pedoman
dokumen
transkripsi rapat.

. Mendapatkan

masukan atau
perbaikan
dalam notulen

. Mendapatkan

data yang
sesuai dan valid
untuk
membantu
dalam
pembuatan
pedoman
penyimpanan
dokumen
transkrip rapat

. Terbentuknya

pedoman
penyimpanan
dokumen
transkripsi rapat

. Mendapatkan

gambaran dari

b.

. Memperhatikan etika

dalam berkonsultasi
dengan mentor dan coach
(Etika Publik)

Mencari dan
mengumpulkan data
secara jujur dan dapat
dipertanggung jawabkan
kebenarannya
(Akuntabilitas)

. Dalam pembuatan

pedoman, harus
memperhatikan inovasi
yang berkualitas
(Komitmen Mutu)

. Melakukan uji coba

dengan jujur, kerja keras,
mandiri, dan disiplin (Anti
Korupsi).

Uji coba dilakukan untuk
melihat sistem koordinasi
antar jenjang yang

transkrip rapat
berserta
kelenglapan
bahan rapat dan
daftar hadir
merupakan bukti
hasil yang valid
dan dapat
dipertanggungjaw
abkan

Profesional,
dengan
melakukan
kegiatan ini maka
seorang APL
telah melakukan
tugas dan fungsi
dengan
Permenpan
nomor 27 tahun
2017.

Integritas,
dengan
melakukan
kegiatan ini maka
Asisten Perisalah
Legislatif telah
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penggunaan
tabel.

terintegrasi (Whole of
Government)

. Melihat, efektifitas,

efisiensi dari inovasi yang
dilakukan (Komitmen
Mutu)

akhir

c. Presentasi hasil
akhir

Sosialisasi a. Menyiapkan Bahan |a. Mendapatkan . Koordinasi antar jenjang
Pedoman Sosialisasi bahan, daftar terintegrasi (Whole of
Penyimpanan |b. Sosialisasi nama peserta Government),
Dokumen penyampaian dari sosialisasi . Menerapkan nilai-nilai
Transkripsi hasil pembuatan  |b. penyampaian komunikasi yang baik
pedoman kepada hasil pembuatan | (Etika Publik)
tamu undangan pedoman . Menyampaikan hasil
penyimpanan pembuatan pedoman dan
dokumen bertanggung jawab atas
transkripsi rapat | proses pembuatan
pedoman (Akuntabilitas)
. Menerapkan nilai-nilai
kerjasama untuk
kepentingan bersama
(Nasionalisme)
Evaluasi a. Membuat kuisioner |a. Catatan . Menerapkan nilai-nilai
Rancangan atau diskusi kuisioner atau transparansi dan
Aktualisasi b. Pembuatan hasil diskusi bertanggung jawab
kuisioner b. Mengevaluasi (Akuntabilitas)
c. Menyajikan hasil hasil . Menerapkan nilai-nilai

komunikasi yang baik
(Etika Publik)

c. Menguiji

menerapkan
nilai-nilai disiplin
dalam bclcerja.
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efektifitas, efisiensi dari
rancangan aktualisasi
yang dilakukan
(Komitmen Mutu)

Tabel 3.2
Rancangan Kegiatan Aktualisasi
E. STAKEHOLDER
Asisten Perisalah Legislatif Terampil, Asisten Perisalah Legislatif Mahir, Asisten Perisalah Legislatif
Penyelia, Perisalah Legislatif Ahli Pertama, dan Perisalah Legislatif Ahli Muda.

F. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA
Kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi adalah terkait optimalisasi pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat berbentuk matrix yang di hyperlink ke suatu file pdf dan docx yang disertakan bahan
kelengkapan rapat dan daftar hadir serta disimpan di cloud DPR RI yang selama ini belum pernah digunakan.
Perlu adanya kerjasama yang 27ai kantar jenjang jabatan di Bagian Risalah agar optimalisasi pedoman

penyimpanan dokumen transkripsi rapat dapat digunakan dengan baik.
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G. ANALISIS DAMPAK
1) HASIL INISIATIF
Hasil dari aktualisasi penulis dalam hal ini pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat dalam bentuk tabel penyimpanan yang
dihyperlinkkan diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penyimpanan
dokumen transkrip rapat serta dapat mempercepat dalam pelaporan hasil
transkripsi rapat tersebut, kemudian juga diharapkan mampu menjadikan
penyimpanan dokumen transkrip rapat lebih mudah dicari secara cepat
dan tepat apabila dibutuhkan untuk referensi. Selain itu juga hasil
aktualisasi ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bentuk kontribusi
penulis terhadap unit kerja.
2) NILAI DASAR ANEKA
Dalam menerapkan aktualisasi, penulis harus mengimplementasikan
nilai-nilai dasar PNS yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Implementasi tersebut harus dilakukan
di semua kegiatan yang dilakukan penulis selama proses habituasi. Jika
nilai-nilai dasar tersebut tidak diterapkan, maka hasil rancangan
aktualisasi penulis tidak akan memiliki inovasi yang berkualitas dan sulit

untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

ops =Penyimpanan hasil transkrip rapat menjadi
AkU nta bilitas bukti akuntabilitas pekerjaan
S
. . =Bentuk kecintaan pada Negara dengan menjadikan
Nasiona Ilsme dokumen transkrip rapat lebih akurat & akuntabel
J
: ; \=Diharapkan penyimanan hasil transkrip rapat akan lebih
Et|ka PUb“k | cepat dan akurat
/
: =Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyimpanan
Komitmen Mutu hasil transkrip rapat yang dapat dipertanggung jawabkan

-/

5 . =Dapat meminimalisir segala bentuk kesalahan atau
AntiKoru psi - kecurangan dalam penyimpanan hasil transkrip

g
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H.

JADWAL KEGIATAN

No

Kegiatan

September

Oktober

November:

Diskusi terarah dengan

mentor

[£V]

Melakukan Pembuatan
Pedoman Penyimpanan

Dokumen Transkripsi Rapat

v

v

3 | Sosialisasi Pedoman
Penyimpanan Dokumen
Transkripsi Rapat

4 | Evaluasi Rancangan

Aktualisasi

29



BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

1. Tabel Pelaksanaan Kegiatan

A.PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

No. Kzgiatan Tahapan Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Bukti Fisik
1. Diskusi terarah 1.1 Perbaikan rancangan 26 September 2019 Rancangan aktualisasi
dengan Mentor aktualisasi
1.2 Konsultasi rancangan 27 September 2019 Notulen catatan dan
aktualisasi penjelasan kemampuan
1.3 Persetujuan mentor 30 September 2019 Lembar Persetujuan
2: Pemb.atan 2.1 Konsultasi dengan mentor 1 Oktober 2019 Diskusi Verbal
Pedoman 2.2 Pengumpulan data terkait 9 Oktober 2019 Data kelengkapan
Penyimpanan penyimpanan dokumen transkrip dokumen transkripsi
Dokuren rapat rapat
Transkripsi Rapat | 2.3 Membuat pedoman 12 Oktober 2019 Draft pedoman
penyimpanan transkripsi rapat penyimpanan dokumen
transkripsi rapat
2.4 Melakukan uji coba 29 Oktober 2019 Foto pelaksanaan, tabel
penggunaan pedoman sebelum dan sesudah
penyimpanan dokumen penggunaan pedoman
transkripsi rapat penyimpanan
3: Sosial sasi 3.1 Menyiapkan bahan 4 November 2019 Pedoman Penyimpanan
Pedoman sosialisasi Dokumen Transkripsi
Penyimanan Rapat dan undangan
Dokumen rapat
Transkripsi Rapat | 3.2 Sosialisasi penyimpanan 5 November 2019 Daftar Hadir dan
dari hasil pembuatan pedoman Laporan singkat
kepada tamu undangan
4. Evaluasi 4.1 Membuat kuisioner 5 November 2019 Draft Kuisioner
Rancangan 4.2 Pembuatan hasil kuisioner 6 November 2019 Analisa hasil kuisioner
Aktual sasi 4.3 Menyajikan hasil akhir 8 November 2019 Presentasi hasil
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2. Deskripsi Kegiatan:
I. Diskusi terarah dengan Mentor

Diskusi menurut Hasibuan (1985), “Diskusi adalah visi dari dua atau lebih
individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka
tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi
atau mempertahankan.”

Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman (2005:94) “Diskusi kelompok adalah
proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang di wajah informal untuk
menghadapi interaksi dengan berbagai pengalaman atau informasi, kesimpulan
atau solusi untuk masalah.”

Dan diskusi menurut Moh. Surya (1975:107), mendefinisikan “Diskusi
kelompok adalah proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk
berkontribusi pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah umum.
Dalam diskusi ini tetanam juga tanggung jawab dan harga diri.”

Dari berbagai definisi yang dipaparkan para ahli dapat disimpulkan
pengertian dari diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan dan pendapat antara
2 (dua) orang ataupun lebih, yang bertujuan untuk mencari kesepakatan
pendapat. Namun tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran disebut dengan
diskusi, karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan
secara terarah sehingga diskusi ini dilakukan jika ada permasalahan yang
nendak dicarikan solusinya dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan
diskusi.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penulis
menargetkan empat rancangan kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai
Jasar profesi PNS yang telah dilaksanakan di Sekretariat Jenderal dan Badan
<eahlian DPR RI Bagian Risalah, maka bab ini penulis akan menjabarkan
sencapaian hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dan tujuan dari
<egiatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih rinci mengenai
pembuatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat dan aktor yang
terlibat didalamnya. Diskusi dengan mentor juga membantu pemikiran penulis

dalam melakukan langkah-langkah dari kegiatan yang telah dirancang dalam
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aktualiasi.
1) Pencapaian kegiatan aktualisasi
Tahapan kegiatan terdiri atas tiga kegiatan, yaitu:
a) Perbaikan Rancangan Aktualisasi
Dalam tahap ini, penulis melakukan pembuatan aktualisasi dengan
memerhatikan antara ide gagasan dengan lingkungan Bagian Risalah yang
akan diperbaiki atau dikembangkan sebagai bahan aktualisasi. Output dari
tahapan kegiatan ini adalah rancangan aktualisasi sebagai bahan rujukan
untuk media konsultasi rancangan aktualisasi.
b) Konsultasi Rancangan Aktualisasi
Dalam tahap ini, penulis melakukan konsultasi untuk mendapatkan
perbaikan rancangan aktualisasi dengan mentor mengenai hasil rancangan
aktualisasi. Hal tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pembuatan
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Output dari tahapan
kegiatan ini adalah foto yang diambil pada saat berdiskusi dengan mentor

dan rancangan aktualisasi yang sudah diperbaiki.

PV

Gambar 4.1.1

Konsultasi Dengan Mentor
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c) Persetujuan Mentor Mengenai Laporan Aktualisasi

Pada tahap ini, penulis mengajukan kembali rancangan aktualisasi
yang sudah direvisi guna mendapatkan persetujuan dari mentor untuk
dapat dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Output tahapan kegiatan ini
adalah foto yang diambil pada saat mentor menandatangani lembar
persetujuan rancangan aktualisasi.

Pada tahapan kegiatan ini pula, penulis mengidentifikasi pengertian
dari transkripsi dan pentingnya transkripsi rapat. Hasil dari identifikasi
pengertian dari transkripsi adalah sebagai berikut :

Pengertian Transkripsi

Transkripsi adalah pengalihan tuturan (yang berujud bunyi) ke dalam
bentuk tulisan, sedangkan transkripsi rapat merupakan pengalihan tuturan
ke dalam bentuk tulisan catatan rapat yang dibuat secara legkap dan berisi
seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat.

Transkripsi rapat diperlukan mengingat pentingnya sebagai bahan
awal materi pelengkap dan proses pengambilan keputusan selanjutnya.
Transkripsi rapat sebagai dokumen negara juga sebagai salah satu alat
bukti terhadap judicial review atas gugatan yang diajukan masyarakat
terhadap produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR RI dan juga
sebagai alat bukti terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi. Selain itu,
transkripsi rapat dapat pula menjadi bahan kajian para akademisi/peneliti
dalam melakukan suatu penelitian karena menjadi informasi publik yang

akurat dan akuntabel.
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Gambar 4.1.2

Persetujuan Rancangan Aktualisasi

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan
Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Diskusi terarah
dengan Mentor, yaitu :
a) Akuntabilitas
Pada saat mengidentifikasi gagasan isu perbaikan di lingkungan kerja
Bagian Risalah yang akan diangkat dalam kegiatan penyimpanan dokumen
transkripsi rapat, maka kegiatan ini berkaitan dengan penerapan kejelasan
target dan tanggung jawab. Target yang dimaksud adalah pedoman
penyimpanan dokumen transkrip rapat, sehingga lebih efisien dan efektif
ketika melakukan penyimpanan yang tersistematis dan tervalidasi sehingga
memudahkan pelaksanaan tugas dan jabatan yang dimiliki oleh asisten
perisalah legislatif. Selain itu, diperlukan pula tanggung jawab dalam
penyimpanan dokumen transkripsi rapat, karena tugas yang dimiliki harus
sesuai dengan masing-masing jabatan.
b) Nasionalisme (Kerjasama Kepentingan)
Kegiatan ini memiliki nilai dasar ASN yang terkandung didalamnya

dengan memerhatikan kerja sama demi kepentingan tugas negara.
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Penulis melakukan komunikasi dan kerja sama dengan mentor dengan
mengedepankan kepentingan bersama dalam pelaksanaan tugas sehingga
tercipta suatu aktualisasi yang berguna bagi bangsa dan negara dalam
pelaksanaan tugas jabatan asisten perisalah legislatif.

c) Etika Publik (hormat, sopan)

Kegiatan ini memiliki nilai dasar ASN yang terkandung di dalamnya,
yaitu hormat dan sopan. Dalam diskusi terarah dengan mentor, penulis
menghormati mentor sebagai atasan dan juga bersikap sopan sebagai
junior atau CPNS Perisalah Legislatif dan menerapkan komunikasi yang
baik sebagai rekan kerja di Bagian Risalah.

d) Komitmen Mutu
Kegiatan ini memiliki nilai dasar ASN yang terkandung yaitu memerhatikan
inovasi yang berkualitas. Dalam membuat rancangan, penulis melakukan
identifikasi perbaikan di dalam Bagian Risalah dengan ide atau inovasi yang
berkualitas sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan asisten perisalah

legislatif dapa berjalan dengan efektif dan efisien.

3) Penguatan Nilai Organisasi
Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan diskusi terarah dengan
Sekretariat PANSUS, yaitu :
a) Akuntabel
Kegiatan diskusi terarah dengan mentor merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan penulis sebagai Asisten Perisalah Legislatif Terampil untuk
dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dalam penyimpanan dokumen
transkripsi rapat. Dengan membuat pedoman penyimpanan dokumen
transkrip rapat, maka penulis dapat memberikan gambaran mekanisme
penyimpanan dokumen transkrip rapat kepada rekan kerja.
b) Profesional
Nilai organisasi yang terkandung dalam diskusi terarah dengan
mentor adalah profesional. Kegiatan ini dapat dikatakan profesional karena

dengan membuat pedoman penyimpanan, penulis dapat melihat
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kesesuaian jabatan dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan
sehingga lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai asisten
perisalah legislatif.
c) Integritas

Integritas merupakan tindakan dimana seseorang harus bertindak
secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan sesuai
dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal ini tentunya sangat terkait dengan
tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan melakukan diskusi
terarah dengan mentor, maka hal ini menunjukkan upaya adanya nilai-nilai
disiplin dalam bekerja karena sebagai asisten perisalah legislatif terampil,
diharapkan mampu bekerja dengan penuh integritas sesuai dengan tugas
jabatan. Dengan melakukan diskusi terarah dengan mentor, terdapat
kesesuaian antara tugas dari unit kerja bagian risalah dalam kegiatan

penyimpanan dokumen transkripsi rapat.

Pembuatan Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat
Pedoman merupakan tata cara yang harus dilalui dalam proses kerja dan
tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya suatu pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat yang efektif dan efisien.
1) Tahapan kegiatan dan output
Tahapan kegiatan terdiri dari lima kegiatan, yaitu :
a) Konsultasi dengan Mentor
Dalam tahapan kegiatan ini, penulis terlebih dahulu diskusi dengan
mentor yang dapat membedakan terkait mekanisme penyimpanan
transkripsi saat ini dibandingkan dengan penyimpanan setelah terbuatnya
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Kegiatan ini dilakukan

secara diskusi verbal.
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Lo

Gambar 4.2.1

Konsultasi dengan mentor

b) Pengumpulan data terkait penyimpanan dokumen transkrip rapat

Di tahapan kegiatan ini, salah satu komponen yang penting dalam
penulisan adalah proses dalam pengumpulan data. Kesalahan yang
dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses
pembuatan pedoman menjadi sulit. Selain itu hasil yang akan didapat pun
akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan
benar. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penulisan pedoman
penyimpanan. Sebelum melakukan pembuatan pedoman, penulis telah
memiliki dugaan berdasarkan yang digunakan selama ini dalam
pengumpulan data berupa kelengkapan bahan rapat, draft rapat, daftar
hadir dapat dan skenario rapat bila ada. Hal ini untuk membuktikan
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dokumen dapat dijadikan dokumen yang tervalidasi kebenarannya dalam

hal penyimpanan dokumen transkripsi rapat.

Gambar 4.2.2
Pengumpulan berkas kelengkapan transkripsi rapat

Gambar 4.2.3
Proses Scan Berkas Kelengkapan Bahan Ke Dalam Bentuk (Pdf)
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c) Membuat Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat

Tujuan dibuatnya pedoman adalah untuk mendapatkan landasan tata
cara penyimpanan dokumen transkripsi rapat secara baku yang lebih rinci,
efektif dan efisien bagi jabatan asisten perisalah legislatif sesuai dengan
uraian tugas jabatan.

Di tahapan kegiatan ini, penulis membandingkan terlebih dahulu
terkait tata cara penyimpanan dokumen transkripsi rapat sebelum
ditetapkan adanya pedoman penyimpanan dengan sesudah adanya
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat supaya mendapatkan
sebuah output berupa pedoman dengan ide gagasan yang berkualitas
sehingga dapat menunjang kinerja tugas dan jabatan asisten perisalah
legislatif terampil.

Pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat pada Bagian
Risalah terdiri dari 3 bab, yaitu Bab | Pendahuluan terdiri dari latar belakang,
dasar hukum, tujuan dan manfaat.

Bab Il pedoman penyimpanan rapat terdiri dari ketentuan umum
penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang berisi kewajiban seorang
dalam menyimpan dan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban dan draft pedoman penyimpanan dokumen transkripi rapat
dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu dengan melalui mekanisme
menyimpan dokumen, menautkan file folder ke dalam tabel penyimpanan,
dan pencadangan penyimpanan di cloud.dpr.go.id.

Bab Il terdiri dari kesimpulan dan saran atas disusunnya pedoman
dan output pada tahapan kegiatan ini adalah pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat berupa paper. (Lampiran 7)

d) Melakukan uji coba pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat
Tahapan kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih dua minggu
yang bertujuan untuk mengujicobakan penggunaan pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Ujicoba dilakukan oleh penulis

dan beberapa rekan penulis yang memiliki jabatan dan tingkat yang sama
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sehingga hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilakukan.
Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan ujicoba pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat terhadap hasil transkripsi rapat
lengkap dari beberapa kaset rekaman rapat. Ujicoba dilakukan dengan
penerapan dokumen transkripsi rapat lengkap untuk validasi data guna
efektivitas dalam penyimpanan dokumen transkripsi rapat secara maksimal.
Setelah dilakukan uji coba kemudian penulis melakukan perbandingan
tingkat validitas dan kecepatan penelusuran dokumen yang ada pada
sebelum dan sesudah dibuatnya pedoman penyimpanan dokumen

transkripsi rapat.

Gambar 4.2.5

Uji Coba Implementasi Pedoman Terhadap Rekan Kerja
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Gambar 4.2.6
Uji Coba Implementasi Pedoman Terhadap Rekan Kerja

Bagan Perbandingan Pelaksanaan Penggunaan
Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat
NO SEBELUM SESUDAH

1 | Penyimpanan menurut Penyimpanan seragam

masing-masing individu

2 | Klasifikasi folder tidak Klasifikasi folder tersistematis

tersistematis

3 | Pencarian berkas manual. | Pencarian berkas dengan cepat

melalui tabel

4 | Tidak dilengkapi dengan Dilengkapi kelengkapan bahan
kelengkapan bahan

5 | Kurang tervalidasi Tervalidasi

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan
Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Diskusi
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terarah dengan Mentor, yaitu :
a) Akuntabilitas
Nilai dasar ASN yang terkandung dalam kegiatan ini salah satunya
adalah akuntabilitas yang menjelaskan secara lengkap tentang pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang disusun yang didapatkan dari
hasil kelengkapan data dan hasil transkripsi secara jujur dalam rangka
melaksanaan tugas dan jabatan asisten perisalah legislatif sebagai
perwujudan kewajiban pegawai untuk mempertanggungjawabkan untuk
keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Pedoman penyimpanan dokumen transkripsi
rapat adalah dokumen yang berisi perwujudan pedoman yang disusun dan
disampaikan secara sistematik.
b) Nasionalisme
Diskusi terarah dengan mentor mengandung nilai nasionalisme
karena didalam pelaksanaannya terdapat kerjasama dan dituntut untuk
disiplin dalam melakukan koordinasi yang sesuai dengan peraturan agar
terciptanya proses koordinasi yang optimal dalam pembuatan pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat demi terciptanya suatu perbaikan
dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap bangsa dan
negara.
c) Etika Publik
Nilai dasar ASN yang selanjutnya adalah etika publik. Kegiatan ini
memiliki nilai etika publik karena dalam pelaksanaannya penulis melakukan
diskusi dengan mentor dan pegawai di Bagian Risalah dengan sikap
hormat dan sopan sebagai CPNS Asisten Perisalah Legislatif Terampil
yang ingin melakukan diskusi bersama jabatan diatasnya yaitu Perisalah
Legislatif dengan tujuan untuk membuka pandangan dan mengoptimalkan
koordinasi kegiatan pembuatan pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat.
3) Peran dan kedudukan ASN

a) Whole of Government
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Dalam pembuatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat
mengandung nilai dari peran dan kedudukan ASN yaitu Whole of
Government. Artinya, dengan adanya diskusi ini, dapat mengidentifikasi
keterkaitan koordinasi antar jenjang jabatan yaitu dari asisten
perisalah legislatif terampil sampai dengan perisalah legislatif madya
dalam mencapai tujuan bersama yaitu adanya penyimpanan dokumen
transkrip rapat baku yang dapat menjadi bukti dari kinerja anggota dewan
dalam melaksanakan rapat.

4) Penguatan Nilai Organisasi
Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan pembuatan
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, yaitu :
a) Akuntabel

Dengan melakukan pembuatan pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat, penulis sebagai Asisten Perisalah Legislatif Terampil
dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dalam penyimpanan dokumen
transkripsi rapat. Dengan membuat pedoman penyimpanan transkrip rapat
yang baku maka bagian risalah telah menerapkan prinsip akuntabel karena
dokumen transkripsi rapat berserta kelengkapan bahan rapat dan daftar
hadir merupakan bukti hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Profesional

Dengan melakukan kegiatan, maka menggambarkan suatu upaya
untuk bekerja sesuai dengan kompetensi, karena akan membantu penulis
sebagai Asisten Perisalah Legislatif Terampil dalam penyimpanan dokumen
transkripsi rapat dan telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan
Permenpan nomor 27 tahun 2017.

c) Integritas

Integritas merupakan tindakan dimana seseorang harus bertindak
secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan sesuai
dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal ini tentunya sangat terkait dengan
tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Dengan melakukan penyimpanan

dokumen transkripsi rapat, maka hal ini menunjukkan upaya adanya nilai-
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nilai disiplin dalam bekerja karena sebagai asisten perisalah legislatif
terampil, diharapkan mampu bekerja dengan penuh integritas sesuai

dengan tugas jabatan.

Sosialisasi Pedoman Penyimpanan Transkripsi Rapat

Sosialisasi menurut Vander Zande dalam Ihromi (2004:30), “sosialisasi
adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir,
berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan secara efektif dalam
masyarakat.”

Sedangkan menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo,
“Sosialisasi adalah Proses ketika individu  mendapatkan  kebudayaan
kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma
sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan
harapan-harapan orang lain”.

Berdasarkan uraian diatas penulis mendapati pengertian mengenai
sosialisasi yaitu sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana
memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang
tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan hasil dari program
aktualisasi dari penulis yaitu pedoman penyimpanan transkripsi rapat.

1) Tahapan kegiatan dan output
<egiatan ini memiliki dua tahapan, yaitu :
a) Menyiapkan bahan sosialisasi
Dalam kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat, penulis terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu
menyiapkan bahan sosialisasi. Bahan sosialisasi yang dimaksud adalah
booklet yang berisi draft pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat

dan undangan peserta sosialisasi.
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Gambar 4.3.1
Undangan Rapat

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX, (021} 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : wwew.dpr.go.id

Nomor 200/P5 13 Bagian Risalahi11/2019 5 Nopember 2019
Sifat Penting

Lampifran -

Perihal Undangan Rapal

Yth

1. Pit Kepala Biro Persidangan |

2 Kepala Bagian Risalah.

3 Drs. Ahmad Budiman M Pd

4. Sahat Aditua Fandhitya Sifalani, 5.1

5. Para Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif dan
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Sefjen dan BK DPR-RI.
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan. bahwa Bagian Risalah akan mengadakan
Soslalisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS, yang akan ditaksanakan pada !

Hari, tanggal Rabu, 8 Nopember 2019
Waklu Pukuf 1000 WIB sid 11.30 WIB

Tempat Ruang Rapat Pansus C
Gedung Nusantara 1L, Lt Ill DPR-RI
JI Jenderal Gatot Subrato Jakarta-Pusal

Acaa Sosialisasi Keglatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun
2019

Demikian unluk menjadi maklum_ atas perhatian serta kehadirannya. kami
ucapkan te1ima kasih

Kapala Bagian Risalah

Muhammad YUs | E.
NIP 196707171993031006

b) Sosialisasi penyimpanan dari hasil pembuatan pedoman kepada tamu
undangan
Pada tahapan kegiatan ini, penulis kemudian melakukan sosialisasi
kepada Bagian Risalah mengenai bagan pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi
mengenai penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku demi terwujudnya satu tujuan yaitu adanya

dokumen transkripsi rapat yang akurat dan akuntabel.
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Gambar 4.3.2

Sosialisasi Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat

i o b ERR
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Gambar 4.3.3
Daftar Hadir Rapat Sosialisasi
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3

Gambar 4.3.4
Laporan Singkat Sosialisasi

LAPORAN SINGKAT
RAPAT SOSIALISAS| KEGIATAN AKTUALISASI
CPNS BAGIAN RISALAH ANGKATAN [V TAHUN 2018
Jenis Rapal + Rapal Koordinasi
Harl/ Tanggal  : Rabu, & November 2018

Pukul :10.00 WIB - 11.30 WIB
Tempat : Ruang Rapal Kementaran Keuangan
Acara : Sosialisas! Akiualisasi CPNS Bagisn

Risalah Angkaten IV Tahun 2018
Ketua Rapal : Kepala Bagian Risalah

Hadir + Keoula Baglan Risalah,
Pejabat Fungsional Perisakih,
Pejabat Fungsional Asisten Persalah,
dan CPNS Bagian Risalsh

PENDAHULUAN:

1. Rapet dibuka pada pukul 11,00 WIB oleh Kefua Rapat sslstah sobaglan
undangan sudah had|r di dalam rusngsn,

2. Kotua Rapat menerangkan bahwa agenda rapat pada hari inl adalah untuk
miempresantasikan kegistan sosiafisasi yang diiskukan ofeh CPNS di bagian
Risalah yang saat Inl memesuki waklu off campus den sedang akiuaiisast di
unit kerfa sclema 30 hari

3 Kelus Rapal GPNS  untuk paparan dan
penjotasannya menganal sos alisasi kegiatan akiualisasi

4. Kalua Rapat Mentor, dan wntuk
pertanyaan dan tanggapen.

KESIMPULAN RAPAT:

1. Sosigfisasi dilakukan agar hasil akiualisasi CPNS bagfan risalah dapal
diketahul, dikoreksi, dan atau ditsrapkan bagl pagawal bagian rsalah

Sosizlisasi dilakukan oleh 10 orang CPNS APLT Bagian Risalah

Masing masing CPNS memaparkan bahan sosialisasi sesual dengan hasil

aktualisasl sabagal barlkul:

8. Aga Sukma D : Pedomman F Ti '
Rapat

b Riri Auia Yonnl: Penyusunan Format Urutan dan Nema Pembicara
Rapal Pada Labe! Kaset

¢ Michel ke Permatasar: Penyusunan Transkrip dengan Menggunakan
Template Combo Box

d. Shofa Anjani Swid: Draf 1an Kegiatan dan F
Label Kaset pada Komisi VI

e Shafa Aulla Suraji: Draf P pan Wakiu Keda F

Transkrip

Farinl Maydiati C.P: Penyusunan Draf Pedoman Pengumpulan Bahan-

Bahan Rapat untuk Menunjang Hasil Transkrip Rapat.

o g Cloud DPR RI Sobagai Tempat
Penyimpanen Risalah

h. Filri Fabriyamin: Penyusunan Draf Pedoman Perekaman Rapat

I Azwina Zahmm A. Penyusunan Format Laporan Hasil Transkrip
Menggunakan Ms. Excel melalul Daia Validation dan Hyperllink

|. Nita Selya Efriyani. Pembuatan Format Berita Acara Penyerahan
Transkrip

Babarapa saran dan masukan yang menjadi perhatian untuk penufisan

laperan sebaiknya capat puls diterapkan untuk perisalah,logisiatif bukan

hanya untuk asiston pedsalah legisiatif, mengoreksl durasl kasel atau

rekaman datam trenskiip yang ya ditulis dalam merekam

digunakan satu muka kasset dan durasi maksimal 25 menit.

Brochure alau leaflet maupun bookiet yang dibagikan oleh masing-masing

CPNS kreatif dan beragam, hal inl aangal diaresias! olsh peserta sasialisas|

terutama pada senior.

1
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6. Mencantumkan data pendukung bahan-bahan rapat pada dral pedoman
pengumpuian bahan-bahan rapal

7. Hasil Aklualisasi agar dapat dilerapken di Bagian Risalah dan Alat
Kelengkapan Dewan sehingga dapal menunjang pekerjaan baik.

PENUTUP;
Keglatan sosiaisasi dilutup pukul 11.30 WIB

Menyetujul Peserta

Mentor Palal Dasar
m A ma
NIP. 196105201988032001 NIP. 189302192019031002

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan
Terdapat nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Sosialisasi Pedoman
Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat, yaitu :
a) Akuntabilitas (Tanggungjawab)

Kegiatan sosialiasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat
memiliki nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya,
kegiatan ini membutuhkan salah satu nilai yang terkandung dalam
akuntabilitas yaitu tanggungjawab. Sosialisasi ini diperlukan sebagai bentuk
tanggungjawab dari hasil penyusunan program aktualisasi yaitu pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Tanpa adanya sosialisasi, maka
program aktualisasi ini belum dapat dipertanggungjawabkan karena
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat memerlukan koordinasi
yang optimal dari Unit Kerja Bagian Risalah

b) Etika Publik

Dalam berlangsungnya sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat, diperlukan nilai-nilai yang terkandung dalam Etika Publik
yaitu hormat dan sopan. Dalam penyampaian sosialisasi, penulis
mengemukakan hasil dari pedoman penyimpanan dokumen transkripsi
rapat dengan hormat dan sopan kepada pegawai di Bagian Risalah tanpa
bermaksud menggurui dan bersikap sopan sebagai rekan kerja di
Sekretariat Jenderal DPR RI.

c) Nasionalisme
Dalam kegiatan ini adalah penyampaian hasil dari kegiatan ke dua

yaitu pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Dokumen yang
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dilaporkan digunakan sebagai bahan untuk mengelola penyimpanan
dokumen transkripsi rapat yang tepat untuk mencegah permasalahan
terjadi. Tujuan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi
rapat adalah untuk menyampaikan semua ide dan pemikiran sehingga
tercipta pedoman penyimpanan yang berkeadilan (Akuntabilitas) dan

mengakomodir kepentingan bersama (Nasionalisme).

3) Peran dan Kedudukan ASN
a) Whole of Government
Kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi
rapat memiliki nilai Whole of Government, karena dengan melakukan
sosialisasi ke Bagian Risalah, maka kegiatan ini termasuk ke dalam
penerapan Whole of Government karena kegiatan tersebut saling berkaitan
dan dalam prosesnya membutuhkan peran dari masing-masing jabatan
di Unit Kerja Bagian Risalah.
4) Penguatan Nilai Organisasi
Terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan sosialisasi
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, yaitu :
a) Akuntabel
Kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi
rapat mencerminkan nilai organisasi yaitu akuntabel. Dengan adanya
Sosialisasi pedoman penyimpanan, tugas dari masing-masing pegawai
bagian risalah dapat semakin konsisten dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam pengerjaannya karena sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
b) Profesional
Kegiatan ini memiliki nilai organisasi profesional karena disetiap
kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja memiliki tugas dan
tanggungjawab tersendiri sesuai dengan perannya dalam menyimpan
dokumen transkripsi rapat.

c) Integritas
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Pada kegiatan Sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat terdapat nilai organisasi yaitu intergritas karena dapat
memandu pegawai di unit kerja bagian risalah untuk dapat menjunjung nilai
kejujuran dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Evaluasi Laporan Aktualisasi

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272)
evaluasi berarti penilaian, menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah

“Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang
bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan
membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan
untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Pendapat selanjutnya muncul dari Husni (2010: 971), yang menyatakan bahwa
“evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil
penilaian atas permasalahan yang ditemukan”.

Sedangkan menurut Arikunto (2010:1) adalah
“Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari
beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya
tujuan.”

Sejalan dengan definisi evaluasi diatas, secara sederhana menurut penulis
evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan penilaian yang ditujukan
kepada objek evaluasi, untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan
menggunakan instrumen dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi.
Dalam penulisan ini objek yang akan dievaluasi adalah pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat.

1) Tahapan kegiatan dan output :
Kegiatan ini memiliki tiga tahapan kegiatan, yaitu :
A. Membuat kuisioner
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan
kuesioner yaitu daftar berisi pertanyaan-pertanyaan penulis yang harus

dijawab oleh responden pada Asisten Perisalah Legislatif. Tipe
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pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner yang diajukan oleh penulis
berupa pertanyaan dikotomis yang berarti bahwa pertanyaan hanya
mampu dijawab dengan “Ya”, “Tidak” yang disertakan alasan.

Gambar 4.4.1

Kuisioner Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat

KUISIONER
PEDOMAN PENYIMPANAN DOKUMEN TRANSKRIPSTRAPAT

I. PENGANTAR :

1. Angket ini diedarkan kepada Asisten Perisalah Legislatif di Bagian Risalah Sekretaris Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang
penyimpanan dokumen transkripsi rapat.

Partisipasi Asisten Perisalah Legislatif di Bagian Risalah dalam memberikan informasi sangat
kami harapkan.

]

II. PETUNJUK PENGISIAN

Sebelum menjawab pertanyaan, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.

Angket ini terdiri dari 6 pertanyaan,

Berilah tanda silang (X) pada pilihan huruf a, dan b sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Semua jawaban benar tidak ada yang salah, oleh karena itu jawablah semua pertanyaan sesuai
dengan keadaan yang Anda alami dengan jujur.

g

Nama Responden
N.LP
Jabatan

¥.

INOY | AR : N
1 | Diperlukan prosedur formal yang jelas sebagai pedoman aturan bertindak dalam penyimpanan
dokumen transkripsi rapat.

a. Ya,

b. Tidak, alasan :

Sarana penyimpanan dokumen cukup memadai dengan digitalisasi dokumen/berkas/bahan.
a. Ya.
b. Tidak, alasan :

(5]

3 | Dokumen transkripsi rapat lengkap berupa hasil transkripsi dan kelengkapan bahan lainnya
seperti daftar hadir, skenario rapat, bahan rapat dll.

a. Ya.

b. Tidak, alasan :

4 | Sistem pencarian dokumen transkripsi lengkap dengan cepat dapat dilakukan dengan hyperlink
suatu file dokumen ke dalam tabel penyimpanan.

a. Ya.

b. Tidak, alasan :

5 | Penyimpanan dokumen transkripsi rapat lengkap merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang
akuntabel dan tervalidasi.

a. Ya.

b. Tidak, alasan :

6 | Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat yang diusulkan dapat diaplikasikan dalam
pelaksanaan tugas jabatan.

a. Ya,

b. Tidak, alasan :

Terima kasih atas partisipasinya.
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B. Pengolahan Hasil Kuisioner
Setelah selesai membuat angket kuisioner, maka tahap selanjutnya
adalah membagikan angket tersebut untuk dijawab oleh para responden
yaitu Asisten Perisalah Legislatif dan Perisalah Legislatif. Setelah semua
angket dijawab oleh responden, maka penulis melakukan pengolahan data
atas hasil kuisioner tersebut. Tujuan pengelohan hasil kuisioner ini
memperoleh data yang relevan, memperoleh data dengan reliabilitas dan
validitas yang setinggi mungkin. Untuk menjamin validitas informasi, dan
untuk mengambil sampling sikap/pendapat dari responden.
C. Menyajikan hasil akhir
Penyejian hasil akhir kuisioner disajikan dengan data skor hasil
kuisioner dalam bentuk tabel yang merupakan salah satu cara yang efektif
untuk mempermudah penulis dalam membuat analisis dan skor hasil
angket kuisioner akan sangat mudah dipahami oleh pembaca.
Skor hasil Angket Kuisioner
Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat
No Nomor Butir Kuisioner
Mx 1 2 3 4 5 5
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
2 100 0 0 10 100 0 100 0 100 0 100 0
3 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
4 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
6 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
7 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
8 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
§ 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
10 100 0 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0
1t 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
1z 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
1L 100 0 0 100 0 100 | 100 0 100 0 100 0
15 100 0 100 0 0 100 | 100 0 100 0 100 0
Score Total| 1500 0 1200 210 1200 300 1500 0 1500 0 1500 0
Presentase 100% 80% BO0% 100% 100% 100%
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Kuisioner tersebut dibuat untuk menyempurnakan output pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang berisi pendapat dari
pegawai di bagian risalah serta menjadi acuan untuk menentukan
seberapa pengaruh dan dapat dilaksanakannya sebuah pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat dalam membantu kinerja dan
pelaksanaan penyimpanan dokumen transkripsi rapat sesuai tugas
jabatan.

Berdasarkan data diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan
bahwa :

1. Pertanyaan butir nomor satu, tercapai 100 % yang berarti bahwa
Pegawai Risalah memerlukan prosedur formal yang jelas sebagai
pedoman aturan bertindak dalam penyimpanan dokumen transkripsi
rapat.

2. Pertanyaan butir nomor dua, tercapai 80 % dikarenakan ada beberapa
anggapan untuk penyimpanan digitalisasi mengharuskan ada sistem
terintegrasi online yang dapat diakses satu sama lain untuk
penyimpanan bersama sedangkan dalam konteks ini, sarana
penyimpanan dapat dilakukan secara mandiri dengan cara yang sama
atau seragam sesuai aturan dengan menggunakan sarana flashdisk
dan kapasitas memory hardisk komputer masing-masing. Dan ini
dapat diaplikasikan sebagian besar pegawai di Bagian Risalah.

3. Pertanyaan butir nomor tiga, tercapai 80 % dikarenakan ada beberapa
AKD dalam setiap rapat tidak selalu menyerahkan kaset rekaman
jalannya rapat dan tidak menyerahkan kelengkapan bahan rapat
lengkap berupa daftar hadir rapat, skenario rapat, laporan, dan berkas
lainnya yang mendukung tervalidasinya hasil transkripsi rapat
sehingga sebagian kecil responden beranggapan dokumen transkripsi
rapat lengkap belum dilaksanakan sepenuhnya. Dalam konteks ini,
penulis menyarankan supaya pegawai Bagian Risalah selalu meminta
kelengkapan bahan rapat selain kaset rekaman dan daftar hadir untuk

kepentingan penyimpanan yang tervalidasi.
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4. Pertanyaan butir nomor tiga, tercapai 100 % yang berarti pegawai
Bagian Risalah memahami sistem pencarian dokumen transkripsi
lengkap dengan cepat dapat melalui dengan link atau ketertautan
suatu file dokumen ke dalam tabel penyimpanan.

5. Pertanyaan butir nomor 5, tercapai 100 % yang berarti pegawai
Bagian Risalah menyadari bahwa dalam rangka penyimpanan
dokumen negara berupa transkripsi rapat lengkap merupakan
pelaksanaan tugas jabatan yang dapat dipertanggun jawabkan
kebenarannya tanpa adanya rekayasa.

6. Pertanyaan butir nomor 6, tercapai 100 % yang berarti pegawai
Bagian Risalah dapat mengaplikasikan pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat yang penulis usulkan dalam melaksanakan

tugas jabatan perisalah legislatif dan asisten perisalah legislatif.

2) Keterkaitan substansi mata pelatihan

Terdapat nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan Evaluasi Laporan

Aktualisasi, yaitu :

a)

b)

Akuntabilitas dan Anti Korupsi

Melakukan revisi atau perbaikan dari hasil evaluasi merupakan salah satu
cerminan dari Akuntabilitas dan Anti Korupsi karena dengan adanya saran
untuk perbaikan itu penulis ingin menunjukan sebuah bentuk
pertanggungjawaban dari penyusunan pedoman penyimpanan dokumen
transkripsi rapat untuk menunjang penyimpanan rapat yang akurat dan
tervalidasi.

Komitmen Mutu

Kegiatan evaluasi dilakukan guna menghasilkan sebuah pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat untuk menunjang penyimpanan
dokumen transkripsi rapat yang terintegrasi dan tervalidasinya salah satu
dokumen negara yang akan disimpan sehingga kedepannya pedoman ini
bermanfaat untuk banyak pihak. Dari tahapan-tahapan kegiatan tersebut

penulis ingin menunjukan bahwa penulis berorientasi pada hasil yang
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3)

4)

dapat bermanfaat sehingga menurut pandangan penulis tahapan kegiatan

merupakan cerminan dari komitmen mutu.
Peran dan Kedudukan

Kegiatan terakhir ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah draft pedoman
yang berkualitas dan dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis melakukan
analisa hasil evaluasi dan melakukan perbaikan guna mencapai tujuan
tersebut. Sikap yang ingin digambarkan pada kegiatan ini merupapakan
cerminan dari Manajemen ASN karena bentuk output dari Manajemen ASN
adalah menciptakan pribadi ASN yang bertanggung jawab. Bentuk sikap
terlihat dari ambisi penulis untuk menciptakan sebuah pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat di Bagian Risalah yang berkualitas dan penulis ingin
bertanggungjawab atas apa yang sudah penulis kerjakan.
Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan ke-enam merupakan bentuk dari penguatan nilai-nilai dasar
ANEKA serta Peran dan Kedudukan maka dari rangkaian tahapan kegiatan
tersebut sudah menekan nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu
Akuntabel, Profesional, dan Integritas. Seperti yang telah dipaparkan pada
kegiatan-kegiatan sebelumnya dimana penerapan nilai dasar ANEKA

merupakan suatu modal untuk menguatkan nilai organisasi.

B. STAXEHOLDER
Pihak yang terlibat dalam aktualisasi ini terdiri Asisten Perisalah Legislatif

Terampil, Asisten Perisalah Legislatif Mahir, Asisten Perisalah Legislatif Penyelia.

C.KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

STRATEGI MENGATASI
NO KEGIATAN KENDALA
KENDALA
1 | Melakukan Adanya anggapan di unit | Memberikan pemahaman
Pembuatan Pedoman | kerja lain bahwa | kepada unit kerja lain
Penyimpanan kelengkapan berkas | bahwa kelengkapan
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Dokumen Transkripsi | transkripsi rapat masih | bahan rapat untuk
Raoat dalam | belum penting  dan | menjadi dokumen
Peagumpulan  data | adanya pedoman | transkripsi rapat yang
terkait penyimpanan | penyimpanan dokumen | lengkap merupakan suatu
dokumen transkrip | transkripsi rapat | bagian penting dalam
rapat mengharuskan  adanya | menunjukkan  dokumen

kelengkapan bahan rapat | yang tervalidasi

sebagai dokumen
transkripsi.
2 | Sosialisasi pedoman | Penyesuaian waktu | Membuat undangan resmi
penyimpanan untuk melakukan | untuk melakukan

dokumen transkripsi | sosialisasi kepada rekan | sosialisasi
rapat kerja Asisten Perisalah
Legislatif di  Bagian
Risalah

D. ANALISIS DAMPAK
Dalam sub bab ini akan terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu dampak pada
hasil inisiatif dan Nilai Dasar ANEKA.
1. Hasil Inisiatif
Dampak langsung apabila inovasi tersebut tidak terealisasi pada Unit Kerja adalah
lebih menekankan pada dampak pekerjaan ke depannya di mana tidak adanya
setuah penyimpanan dokumen transkripsi yang baik. Efek selanjutnya adalah
peryimpanan dokumen transkripsi menjadi tidak efektif dan efisien karena
peryimpanan kelengkapan dokumen masih terpisah dan sulit untuk dilakukan
percarian data file dalam rangka proses pengolahan dokumen transkripsi rapat
sebagai sebuah dokumen negara. Masalah tersebut cukup mendesak untuk segera
bisa di perbaiki, apabila tidak segera di perbaiki dan dibuat pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat, maka untuk mencapai kinerja yang cepat, tepat dan
akuntabel akan sulit terwujud. Dampak yang lebih luas lagi akan sangat
berpengaruh terhadap kinerja Dewan karena hasil dari rapat yakni dokumen
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transkripsi rapat lengkap adalah dokumen mengenai bahan awal atau materi
pelengkap dari proses pengambilan keputusan untuk rapat-rapat selanjutnya.
. Ni ai Dasar ANEKA
Selain akan berdampak pada hal teknis tidak adanya pedoman penyimpanan
dokumen transkripsi rapat juga akan berdampak pada nilai-nilai dasar ASN yakni
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu, Anti Korupsi)
berikut adalah penjelasannya :
a) Akuntabilitas

Nilai dasar Akuntabilitas adalah sebuah pemahaman terhadap bentuk
pertanggungjawaban dari tindakan yang telah dilakukan atau produk yang
dihasilkan. Indikator untuk penilaian akuntabilitas antara lain : Jujur, Integritas,
Ke elasan kewenangan, Konsisten, Adil, Netral, Konsisten, Mendahulukan
kepentingan publik. Nilai akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam setiap
kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini juga termasuk ke
dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Risalah dalam proses penyimpanan
dokumen transkripsi rapat. Penyimpanan dokumen transkripsi rapat sebagai
dokumen negara yang disimpan dengan baik dan tervalidasi dari komponen
dokumen pendukung merupakan wujud adanya nilai akuntabilitas dari hasil proses
pelaksanaan transkripsi rapat. Demi membuat penyimpanan dokumen transkripsi
rapat yang akuntabel, perlu adanya dukungan koordinasi dari setiap jenjang jabatan
yang terlibat. Pedoman Penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang selama ini
dila<ukan oleh Bagian Risalah masih belum optimal karena penyerahan hasil rapat
hanya berbentuk rekaman rapat dan ada anggapan dari penyelenggara rapat
bahwa transkripsi hanya membutuhkan rekaman rapat. Semestinya dalam sebuah
dokumen transkripsi rapat membutuhkan keterkaitan substansi antara rekaman dan
bahan rapat untuk dapat dikoreksi ke jenjang berikutnya selanjutnya dapat divalidasi
dan dilakukan pengolahan hasil transkripsi ke pada tahap selanjutnya. Maka dari
itu, penting untuk dilakukan optimalisasi dalam hal penyimpanan dokumen
transkripsi rapat lengkap yang terdiri dari hasil transkripsi, bahan / draft rapat, daftar
hadir, skenario rapat dan lainnya. Apabila tidak terdapat nilai akuntabilitas dalam

kegiatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, maka hasil transkripsi

58



rapat yang dihasilkkan menjadi kurang akurat dan akuntabel. Hal ini juga
berpengaruh kepada kinerja anggota dewan karena transkripsi rapat merupakan
bahan awal atau materi pelengkap dari proses pengambilan keputusan untuk rapat-
rapat selanjutnya. Kemudian dengan tidak adanya nilai akuntabilitas dalam kegiatan
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat, maka akan berdampak pula
pada kinerja pegawai di Bagian Risalah karena bekerja tidak sesuai pada tugas dan
tanggung jawabnya sebagai asisten perisalah perisalah legislatif.

b) Nasionalisme

Nilai dasar Nasionalisme adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di
dalam ideologi negara, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai hormat menghormati,
ke-ja sama, tidak memaksakan kehendak, jujur amanah, adil, persamaan derajat,
tidak diskriminatif, membela kebenaran, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air,
memelihara ketertiban, Disiplin, musyawarah, kekeluargaan, menghormati
keputusan, Kepentingan bersama.

Nilai nasionalisme penting untuk diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)
da am tugas dan jabatannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kerja sama
yang baik antar jenjang jabatan diperlukan demi mendapatkan hasil yang optimal.
Nilai nasionalisme juga terkandung dalam tugas penulis sebagai asisten perisalah
legislatif untuk membuat Transkripsi Rapat, dengan melakukan koordinasi baik
dengan pegawai yang ada di Bagian Risalah dan penyelenggara rapat.

Apabila tidak adanya nilai nasionalisme dalam kegiatan pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat, maka proses pembuatan risalah menjadi
terhambat. Pentingnya kerja sama yang baik dari antar pegawai Bagian Risalah
dengan penyelenggara rapat untuk dapat menghasilkan Transkripsi Rapat yang
baik, sekaligus menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kinerjanya sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN).

c) Etika Publik

ASN yang baik merupakan ASN yang memiliki etika. Guna membentuk karakter
ASN yang baik maka di dalam nilai dasar ASN ditekankan bagaimana seorang ASN
bersikap atau disebut dengan Etika Publik. Poin yang tertuang di dalam Etika Publik
antara lain : Jujur, Bertanggung jawab, Integritas tinggi, Cermat, Disiplin, Hormat,
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Sopan, Taat pada peraturan perundang-undangan, taat perintah, menjaga rahasia.
Etka publik dibutuhkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan
wewenangnya sesuai dengan norma yang berlaku sehingga tidak terjadi
penyimpangan dalam tugas dan jabatannya. Begitu pula dengan penulis sebagai
Acisten Perisalah Legislatif yang dituntut untuk membuat Transkripsi Rapat yang
akurat sesuai dengan isi yang ada di dalam rapat anggota dewan.

Nilai etika publik yang diterapkan oleh penulis dalam Pedoman Penyimpanan
Dokumen Transkripsi Rapat adalah adanya integritas dalam melaksanakan
kegiatan. Koordinasi yang dilakukan dengan pegawai di Bagian Risalah harus
optimal agar dapat mencapai hasil yang diinginkan yaitu adanya Pedoman
Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat yang akurat. Transkripsi rapat yang
akurat merupakan bukti nilai integritas ASN dalam menjalakan tugasnya sebagai
Pelayan Publik yang beretika.

Etika publik juga dibutuhkan oleh penulis sebagai Asisten Perisalah Legislatif
kezika melakukan koordinasi dengan pegawai Bagian Risalah. Sikap hormat dan
sopan merupakan hal yang penting untuk diterapkan ketika melaksanakan
koordinasi. Apabila sikap hormat dan sopan tidak diterapkan, maka koordinasi antar
Pegawai Bagian Risalah tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak
pada lahirnya Transkripsi Rapat yang tidak akurat dan akuntabel sehingga
mempengaruhi kinerja dewan.

d) Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan sebuah gagasan yang diberikan individu atau
kelompok untuk menciptakan sebuah hasil yang efektif, efisiensi, dan inovasi. Nilai
Komitmen Mutu diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik dengan cara yang
efektif dan efisien. Begitu pula dengan penulis sebagai CPNS Perisalah Legislatif
Ahli Pertama yang melakukan program aktualisasi yaitu optimalisasi koordinasi
kegiatan penyusunan risalah rapat. Bagan optimalisasi koordinasi merupakan
sebuah inovasi yang dihasilkan dari penulis. Bagan optimalisasi koordinasi disusun
uniuk mengoptimalkan proses koordinasi dalam kegiatan penyusunan risalah

sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin.
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Apabila tidak adanya nilai komitmen mutu dalam kegiatan penyimpanan
dckumen transkripsi rapat yang dilakukan oleh pegawai di Bagian Risalah, maka
prases penyimpanan menjadi tidak tersimpan dengan baik. Transkripsi rapat yang
diserahkan kepada jenjang jabatan selanjutnya untuk dikoreksi seharusnya
dilengkapi dengan kelengkapan berkas atau bahan rapat lainnya untuk dapat
diperbaiki dan dikoreksi kebenarannya. Hal ini mengakibatkan hasil transkripsi rapat
menjadi kurang akurat sehingga berdampak pada kinerja dewan. Sehingga program
aktualisasi ini sangat penting untuk diterapkan sehingga menjadi salah satu nilai
dasar ASN yaitu Komitmen Mutu.

e) Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan salah satu Nilai Dasar PNS yang memiliki poin : jujur,
diciplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.
Nilai anti korupsi dibutuhkan demi menjamin integritas dari seorang pegawai
maupun dari institusinya. Penulis sebagai CPNS Asisten Perisalah Legislatif dalam
menjalankan tugasnya pun membutuhkan nilai dasar ASN yaitu anti korupsi. Nilai
an:i korupsi dibutuhkan dalam pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat
unuk membuat penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang akurat dan
akuntabel. Transkripsi rapat merupakan dokumen yang berisi jalannya suatu rapat.
Apabila pegawai di Bagian Risalah tidak memiliki sikap jujur dalam nilai anti korupsi,
meka transkripsi rapat tidak dapat dikatakan akurat. Hal ini juga akan berdampak

pada anggota dewan.

61



E. JADWAL KEGIATAN

September Oktober |November

No Kegiatan : _
v L v I

1 |Diskusi terarah dengan

mentor

E¥]

Melakukan Pembuatan
Pedoman Penyimpanan

Dokumen Transkrip Rapat

3 | Sosialisasi Pedoman
Penyimpanan Dokumen

Transkripsi Rapat

4 | Evaluasi Laporan Aktualisasi




BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Program aktualisasi yang berjudul Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi
Rapat memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir yaitu Penyimpanan Transkripsi
Rapat yang akurat dan akuntabel. Dalam melaksanakan program aktualisasi, penulis
memiliki 4 kegiatan di dalamnya. Dalam kegiatan tersebut, mengandung nilai dasar
ASN, peran dan kedudukan ASN dan Nilai Organisasi, di antaranya adalah :
1. Diskusi Terarah dengan Mentor
Kegiatan 1 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu Perbaikan
rancangan aktualisasi, Notulensi saran berupa masukan atau perbaikan, dan
persetujuan mentor. Kegiatan ini memiliki nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme dan Etika Publik. Nilai akuntabilitas dibutuhkan dalam kegiatan
diskusi terarah dengan mentor untuk dapat mengidentifikasi perbaikan sehingga
tercipta hasil suatu tata cara atau langkah penyimpanan dokumen transkripsi rapat
yang baik. Nilai Nasionalisme dengan mengutamakan kepentingan bersama untuk
tercapainya suatu ketentuan dan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi
rapat sebagai dokumen Negara yang penting dalam pengambilan kebijakan-
kebijakan selanjutnya. Selain itu, kegiatan ini memiliki nilai etika publik, sikap
saling menghormati dan berperilaku sopan baik kepada mentor maupun pegawai
d Bagian Risalah yang berperan dalam penyusunan risalah rapat dibutuhkan dari
p=nulis untuk dapat melaksanakan program aktualisasi ini. Selain mengandung
nilai dasar ASN, Kegiatan diskusi terarah dengan mentor juga mengandung nilai
organisasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Nilai-nilai tersebut adalah akuntabel,
profesional dan integritas. Dengan mengidentifikasi jenjang jabatan yang terlibat
dalam kegiatan transkripsi rapat, maka penulis dapat melihat aktor yang
bertanggung jawab di masing-masing tugasnya dalam proses penyimpanan

transkripsi rapat.
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2. Pembuatan Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat

Tujuan dari kegiatan ini adalah merealisasikan program aktualisasi dalam
bentuk pedoman penyimpanan yang di dalamnya mencakup kegiatan
penyimpanan transkripsi rapat. Terdapat empat tahapan kegiatan, yaitu konsultasi
dengan mentor, pengumpulan data terkait penyimpanan dokumen transkripsi
rapat, membuat pedoman penyimpanan transkripsi rapat, dan melakukan uji coba
penggunaan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat.

Dalam kegiatan ini memiliki dua nilai dasar ASN yaitu etika publik dan komitmen
mutu. Pembuatan bagan optimalisasi koordinasi sesuai dengan salah satu nilai
yang terkandung di dalam Etika Publik yaitu cermat, karena dalam
pelaksanaannya memerlukan kecermatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi
dari pegawai Asisten Perisalah Legislatif. Kegiatan ini juga memiliki nilai dasar
ASN Komitmen Mutu karena dalam pembuatan pedoman penyimpanan dokumen
t-anskripsi rapat berorientasi pada Mutu. Selain nilai dasar ASN, terdapat pula
nilai peran dan kedudukan ASN vyaitu whole of government. Pembuatan risalah
rapat tidak bisa dilakukan hanya menggunakan peran dari jabatan asisten
perisalah legislatif terampil, tetapi juga dibutuhkan peran seluruh pegawai Bagian
Risalah untuk dilakukan penyimpanan dan transkripsi rapat yang tervalidasi, maka
cari itu dibutuhkan adanya kerja sama antar jenjang jabatan Bagian Risalah di
calam proses penyimpanan dokumen transkripsi rapat.

Dan terakhir, terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan
gembuatan pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat yaitu akuntabel,
grofesional dan integritas.

3. Sosialisasi Pedoman Penyimanan Dokumen Transkripsi Rapat

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyosialisasikan hasil dari program aktualisasi
penulis yaitu pedoman penyimpana dokumen transkripsi rapat. Terdapat dua
tahapan kegiatan yang ada di dalam kegiatan sosialisasi pedoman penyimpanan
cokumen transkripsi rapat, di antaranya adalah menyiapkan bahan sosialisasi,
sosialisasi kepada Bagian Risalah, dan sosialisasi penyimpanan dari hasil

pembuatan pedoman kepada tamu undangan.
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Terdapat nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam setiap tahapan kegiatan,
ciantaranya adalah akuntabilitas dan etika publik. Sosialisasi diperlukan sebagai
kentuk tanggung jawab dari hasil penyusunan program aktualisasi yaitu pedoman
penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Selain itu, di dalam penyampaian
sosialisasi, penulis menjelaskan hasil dari penyimpanan dokumen transkripsi rapat
cengan hormat dan sopan kepada pegawai di Bagian Risalah tanpa bermaksud
menggurui dan bersikap sopan sebagai rekan kerja.

Terdapat pula nilai peran dan kedudukan ASN yaitu Whole of Government.
Kegiatan ini termasuk ke dalam penerapan Whole of Government karena kegiatan
tersebut saling berkaitan dan dalam prosesnya membutuhkan peran dari unit kerja
lain selain dari Unit Kerja Bagian Risalah.

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan Sosialisasi
Fedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat, di antaranya adalah
akuntabel, profesional dan integritas.

Dengan adanya Sosialisasi penyimpanan dokumen transkripsi rapat, tugas dari
masing-masing pegawai bagian risalah dan unit kerja terkait dapat semakin
konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengerjaannya karena sesuai
dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Selain itu, kegiatan ini memiliki nilai organisasi profesional karena di setiap
k=giatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja memiliki tugas dan
tanggung jawab tersendiri sesuai dengan perannya dalam membuat dan
menyimpan transkripsi rapat.

Pada kegiatan Sosialisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat
jLga terdapat nilai organisasi yaitu intergritas karena dapat memandu pegawai di
ulit kerja bagian risalah untuk dapat menjunjung nilai kejujuran dalam

menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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B. SARAN

Terkait dengan pelaksanaan aktualisasi pedoman penyimpanan dokumen

trar skripsi rapat terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan, diantaranya

adalah:

1

Untuk Internal Unit Kerja

Kedepannya diharapkan pedoman ini dapat diterapkan pada Bagian Risalah.
Kegiatan ini selain sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga mampu
mengoptimalisasikan penyimpanan dokumen transkripsi rapat sehingga
menghasilkan dokumen transkripsi rapat yang akurat dan akuntabel.

. Untuk Pihak Eksternal

Ciharapkan kegiatan aktualisasi pedoman penyimpanan dokumen transkripsi
rapat dapat diterapkan pada Alat Kelengkapan Dewan selaku penyelenggara rapat
untuk dapat melengkapi bahan atau berkas rapat terlebih dahulu sebelum
transkripsi rapat di validasi, sehingga menghasilkan dokumen transkripsi rapat

yang akurat dan akuntabel.
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Lampiran

Lampiran 1. Contoh Transkripsi Rapat

Tahun Sidang
Masa Persidangan
Rapat <e

Jenis Rapat

Sifat Rapat
Hari/Tenggal
Waktu

Tempa:

Ketua Rapat

Acara

2019-2020

| (satu)

9 (sembilan)

Rapat Paripurna

Terbuka

Selasa, 17 September 2019
Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara |l Lantai 3,
JIn. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

FAHRI HAMZAH, SE.

(Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra)

Didampingi oleh:

1. H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.
(Ketua DPR RI)

2. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc.
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam)
3. Dr. AGUS HERMANTO

(Wakil Ketua DPR RI Bidang Inbang)
4. DR. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
(Wakil Ketua DPR RI Bidang Rekku)
5. Drs. UTUT ADIANTO
(Wakil Ketua DPR RI Bidang AKN dan BURT)

1. Penyampaian IHPS Semester | Tahun Sidang 2019
serta Penyerahan LHP Periode Semester | Tahun
2019;

2. Pembicaraan Tingkat Il / Pengambilan Keputusan
terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

3. Pembicaraan Tingkat Il / Pengambilan Keputusan
terhadap RUU tentang Sumber Daya Air.
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KETUA RAPAT / WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.):
Bismillkaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat seluruh Anggota Dewan, para Pimpinan dan Hadirin yang sama-
sama kami muliakan.

Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada pagi siang hari inikita dapat berkumpul
kembali untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat
Jenderal DPR RI, pada hari ini rapat telah dihadiri oleh 289 Anggota termasuk di
dalamnya yang menandatangani surat izin sebagai tanda ketidakhadiran dan persetujuan
pada Rapat Paripurna kali ini. Dengan demikian kuorum telah dicapai dan dihadiri oleh
semua Fraksi.

Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim perkenankan kami dari meja
Pimpinen Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-9 Masa Persidangan |
Tahun Sidang 2019-2020 ini dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.23 WIB)
Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan
Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 17
September 2019, acara Rapat Paripurna hari ini adalah:

1. P=2nyampaian |IHPS Semester | Tahun Sidang 2019 serta Penyerahan LHP

Periode Semester | Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Pembicaraan Tingkat Il / Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Pembicaraan Tingkat Il / Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber
Daya Air.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua BPK RI beserta jajarannya untuk
memasuxi ruang rapat, dan rapat sementara kami skors.
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Kami persilakan.
(RAPAT DISKORS)
KETUA RAPAT / WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Kepada Pimpinan BPK RI beserta jajarannya untuk mengambil tempat yang telah
disediakan.
Baiklah kita lanjutkan skors kami cabut.

(SKORS DICABUT)
F-P.GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):
|zin Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Ya Pak Bambang kami persilakan.
F-P.GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):
Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak dan Ibu peserta Sidang Paripurna yang sangat kami muliakan dan juga para
Hadirin sekalian.

Assalaamu‘alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,

Selamat siang,

Om swastiastu,

Namo budhaya rahayu.

Kami ingin menyampaikan permasalahan keprihatinan dari pada kami tentang
kebakaran hutan yang sekarang ini sudah terjadi pada 30 provinsi yang ada di Indonesia.
Jadi tidak ada kata-kata bahwa hutan kita ini dibakar, tapi hutan kita ini terbakar akibat
dari perawatan yang sangat kurang baik dari Kementerian Kehutanan. Ini sesuai dengan
Undang-undang No.41 Tahun 1999 di Pasal 48 ayat (1) dikatakan bahwa pemerintah
pusat barsama-sama dengan pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi dari
pada hutan kita, merawat hutan kita dengan baik. Jadi akibat dari pada kebakaran ini
berapa kerugian dari pada masyarakat, mulai dari transportasi tidak bisa jalan, juga
masalah kesehatan masyarakat, dan juga permasalahan yang berhubungan dengan
pariwiseta kita yang sekarang lagi kita gala-galakan, digalakannya pariwisata dan
biasanya pariwisata dari asing ini pada saat bulan Agustus ini adalah ramai-ramainya
mereka hadir datang di Indonesia.
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Jadi kami sangat prihatin dengan masalah hal ini, dan ini bukti bahwa Kementerian
LHK gagal hampir sama yang dilakukan di 2015 dan baru bisa padam setelah ada hujan.
Jadi bukan memadamkan harusnya mulai dari awal titik api atau benih-benih dari pada
kebaka-an itu sudah bisa kita cegah terlebih dahulu. Jadi ini seperti yang dilakukan oleh
beberapa negara yang mempunyai hutan yang ada di sekitar atau di regional yang ada
di Asia Tenggara.

.adi dari sini secara konstitusi juga masyarakat mempunyai hak hidup sesuai
dengan Undang-undang RI 1945 Pasal 28 dan juga permasalahan yang di sini dari
Kementerian LHK sudah melanggar asas tanggung jawab negara terhadap lingkungan
dan terancam hukuman pidana sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Dasar
32 Tahun 2009 yaitu penjara 1 sampai 3 tahun dan denda 3.000.000.000,-.

Jadi ini kami sampaikan Bapak Pimpinan semoga pemerintah cepat di dalam
penanganan ini, karena begitu banyaknya korban dari pada kebakaran ini baik itu korban
secara angsung maupun korban dari asap dari pada kebakaran itu sendiri yang sudah
meluas hampir separuh wilayah dari pada Sumatera dan hampir mendekati sepertiga dari
pada wilayah Kalimantan. Jadi ini yang moga-moga bisa menjadi kita percepat dan kita
sangat mengharapkan adanya hujan moga-moga dalam waktu dekat ini ada hujan,
sehingga bisa memadamkan kebakaran itu.

Terima kasih.

Wassakamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Eaik, catatan tadi tentunya menjadi bagian dari Rapat Paripurna kita pada hari ini.
F-P.NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., M.H.):

Fimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebelum saya serahkan kepada yang interupsi kedua tadi, saya kelupaan ada 3
agenda yang saya bacakan tadi, saya belum menanyakan kepada hadirin, apakah dapat
kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.
Silakan Pak Syarif.

F-P.NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., M.H.):

T=rima kasih.

70



Pimpinan yang saya hormati,
Anggota DPR Rl beserta Sidang Paripurna.

Pertama, berkaitan dengan masalah akhir-akhir ini memang kita sangat prihatin
berkaiten dengan kebakaran yang terjadi, tetapi karena persoalan ini kalau kebetulan
saya deri Dapil Kalimantan Barat, yang ada sebenarnya persoalan kebakaran yang ada
terjadi saat ini adalah kebakaran lahan-lahan yang sudah tidak ada penghuni dan tidak
juga techadap kebakaran kehutanan yang sebagaimana beberapa yang baru tadi
disampaikan.

Sebenarnya persoalan ini saya melihat ada kekurangtegasan terhadap seluruh
stakeholders yang ada, maka untuk itu harus ada kesamaan persepsi terhadap persoalan
asap ini, karena setiap waktu kita menjelang musim kemarau, musim kering seperti ini
selalu terjadi kebakaran.

Maka untuk itu kami berharap ada tindakan yang tegas baik eksekutif maupun
yudikatif, karena beberapa waktu yang lalu banyak persoalan-persoalan hutan ini yang
bebas d peradilan. Maka untuk itu kami meminta ada ketegasan dan ada persepsi yang
sama te-hadap pendekatan hukum di negara kita ini.

T=rima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada acara pertama yaitu
“Penyamrpaian IHPS Semester | Tahun Sidang 2019 serta Penyerahan LHP Periode
Semester | Tahun 2019".

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai Pasal 72 huruf e Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 menyatakan bahwa “DPR
bertugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan’.

Selanjutnya pada Pasal 163 ayat (3) huruf b dan huruf ¢ Peraturan DPR RI Nomor
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertbb menyatakan bahwa ‘“DPR mempunyai fungsi
pengawasan pelaksanaan keuangan negara dilakukan melalui hasil pemeriksaan
semester BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK".

Urtuk maksud tersebut di atas, kami persilakan kepada yang terhormat saudara
Ketua BFK RI untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dimaksud.

Kami persilakan.

KETUA EPK RI:

Yang terhormat Ketua DPR R,
Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI,
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Yang kami hormati Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI,
Yang kami hormati para Anggota DPR R,
Hadirin yang saya muliakan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Selamzt siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Allah SWT.,
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari
ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang mulia ini.

Memenuhi amanat Pasal 23 e Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-
undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, hari ini BPK menyerahkan lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester | Tahun 2019 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

IHPS | Tahun 2019 memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
yang terdiri dari 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang saya muliakan,

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 9.116 temuan yang
memuat 14.965 permasalahan yang meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem
pengendalian intern, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan sebesar Sembilan koma Enam Puluh Delapan Triliun dan 93
permaselahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Enam
Ratus Tujuh Puluh Enam koma Delapan Puluh Satu Miliar.

Dari 7,636 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, diantaranya sebanyak 4.838
permaselahan sebesar Sembilan koma Enam Delapan Triliun merupakan permasalahan
ketidakpatuhan yaitu yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.162 permasalahan
sebesar Dua koma Empat Tujuh Triliun Rupiah, potensi kerugian sebanyak 502
permasalahan sebesar Satu koma Tiga Puluh Satu Triliun Rupiah, dan kekurangan
penerimaan sebanyak 1.174 permasalahan sebesar Lima koma Sembilan Puluh Triliun
Rupiah.

Selain dari pada itu terdapat 2.798 permasalahan yang mengakibatkan
penyimpangan administrasi. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut pada saat
proses p=meriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan
aset dan atau menyetorkan ke kas negara, daerah, perusahaan sebesar Sembilan Ratus
Empat P.luh Sembilan koma Sepuluh Miliar.

Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang saya muliakan,

IHPS | Tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan pada
pemerintah pusat yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, 85
Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL) tahun 2018, 1 Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2018, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman
dan Hibeh Luar Negeri tahun 2018.
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Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pemeriksaan LKPP,
BPK juga memeriksa 85 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2018.

Adapun Laporan Keuangan BPK tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.
Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2018 menunjukkan bahwa 81 LKKL
termasuk LK-BPK dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 4 LKKL memperoleh opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan
Pendapat (TMP).

LKKL yang memperoleh opini WTP telah mengalami peningkatan dari 65% atasu
56 LKK_ pada tahun 2015 menjadi 94% atau 82 LKKL pada tahun 2018. Hal ini berarti
pemerintah telah mendekati target opini WTP pada sasaran pokok pembangunan tata
kelola can reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam rancangan pembangunan jangka
menencah nasional 2015-2019 sebesar 95% pada tahun 2019.

Selain itu, BPK juga telah memeriksa 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibab
Luar Negeri dari Asian Development Bank, The World Bank dan International Bank for
Recons:ruction and Development. Hasil pemeriksaan atas 18 LKPHLN mengungkapkan
17 LHKPLN memperoleh opini WTP dan 1 LHKPLN memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian.

Pimpinan dan para Anggota DPR RI, serta Hadirin yang terhormat,

Fada Semester | 2019 ini BPK telah menerima seluruh Laporan Keuangan
Pemerirtah Daerah (LKPD) atau sebanyak 542 atau 100% LKPD tahun 2018. Kami
mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Pemerintahan
Daerah >eserta jajarannya yang telah menyerahkan LKPD pada Semester | 2019 kepada
BPK tepat waktu. Sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh pemeriksaan atas LKPD
secara tzpat waktu dalam Semester | 2019.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, pencapaian opini atas LKPD 2018 sebagai
berikut:

Dari 34 pemerintah provinsi sebanyak 32 LKPD memperoleh opini WTP, dan 2
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh opini WDP. Dari 415 pemerintahan
kabupaten sebanyak 327 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, sebanyak 76
LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, dan sebanyak 12 LKPD
memperaleh opini Tidak Menyatakan Pendapat.

Dari 93 pemerintah kota, sebanyak 84 LKPD memperoleh opini WTP, sebanyak 8
LKPD memperoleh opini WDP dan sebanyak 1 LKPD memperoleh opini tidak
menyatakan pendapat. Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan
daerah tidang penguatan tata kelola pemerintah daerah, program peningkatan kapasitas
keuangan pemerintah untuk provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN
2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60% dan 65%.

Selain memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, BPK juga
telah memeriksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2018 yaitu Laporan
Keuangzn Tahunan Bank Indonesia, Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan,
Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, dan Laporan Keuangan Badan
Pengelola Keuangan Haji. Seluruh Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2018
tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
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Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami muliakan,

BPK juga telah melakukan 4 pemeriksaan kinerja dan 37 pemeriksaan dengan

tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 3 objek pemeriksaan pada
pemerintah pusat dan 1 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada
pemerintah pusat dan BUMN yang signifikan antara lain:

13

Femeriksaan atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap
pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan 2015
Semester | 2019 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN/Bappenas), Tim Koordinasi Nasional TPB di Bappenas, dan instansi terkait
lzinnya dengan kesimpulan telah cukup efektif,

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian
tehun 2016 Semester | tahun 2018 pada Kementerian Riset Teknologi dan
P=ndidikan Tinggi, Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan
P=nerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,
Badan Tenaga Nasional (Batan) dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan
kurang efekiif;

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan penerimaan dan penyimpanan dan
penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk mendukung ketersediaan
kebutuhan energi bagi masyarakat tahun 2017 dan Semester | tahun 2018 pada
P~. Pertamina Persero dengan kesimpulan belum sepenuhnya efektif.

Pimpinan dan para Anggota DPR R, serta Hadirin yang saya hormati,

Terdapat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 9 objek pemeriksaan

pada pemerintah pusat dan 18 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Hasil
pemeriksaan yang signifikan antara lain:

|8

Pengelolaan PNBP dan perizinan mineral dan batu bara pada Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta
instansi terkait lainnya dengan kesimpulan telah sesuai dengan kriteria, telah
sesuai kriteria dengan pengecualian;

. Pengelolaan belanja subsidi pada 3 kuasa pengguna anggaran kementerian

dengan kesimpulan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 1 objek
pemeriksaan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan pada 2 objek pemeriksaan;
Pengelolaan program beasiswa tahun 2017 triwulan Ill 2018 pada Kemenristik
Dikti dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan telah sesuai kriteria dengan
pengecualian;

Pengelolaan pendapatan biaya dan investasi BUMN yang dilakukan terhadap 15
obj=k pemeriksaan dengan kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian pada
12 objek pemeriksaan dan tidak sesuai kriteria pada 3 objek pemeriksaan.
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Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang saya muliakan,

Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 30
Juni 2019, BPK telah memberikan 545.995 rekomendasi sebesar Tiga Ratus Lima koma
Enam Puluh Enam Triliun Rupiah yang bertujuan untuk membuat pemerintah BUMN
BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, akuntabel, hemat, efisien dan efektif.

Hasil pemantauan tindak lanjuti rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak
406.495 rekomendasi sebesar Seratus Tujuh Puluh Sembilan koma Lima Puluh Tiga
Triliun tzlah sesuai. 106.657 rekomendasi sebesar Sembilan Puluh Sembilan koma Enam
Belas Triliun belum sesuai, 27.659 rekomendasi sebesar Tiga Belas koma Tiga Triliun
Rupiah belum ditindaklanjuti dan sebanyak 5.184 rekomendasi sebesar Tiga Belas koma
Sembilan Puluh Empat Triliun tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019, rekomendasi BPK atas hasi
pemeriksaan periode 2005 sampai dengan 30 Juni 2019 telah ditindaklanjuti entitas
dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan
dan adalah sebesar Seratus Lima koma Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah.

I4PS | tahun 2019 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian
negara daerah tahun 2005 sampai dengan Juni 2019 dengan status yang telah
ditetapkan sebesar Tiga Triliun Rupiah. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode
2005 sampai dengan Juni 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Dua Ratus
Enam Fuluh koma Empat Miliar Rupiah, pelunasan sebesar Sembilan Ratus Lima Puluh
Empat <oma Lima Puluh Enam Miliar Rupiah dan penghapusan sebesar Tujuh Puluh
Sembilen koma Lima Puluh Dua Miliar Rupiah. Dengan demikian masih terdapat sisa
kerugian sebesar Satu koma Tujuh Puluh Satu Triliun Rupiah.

Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang saya muliakan,

EPK juga telah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum yang berwenang,
baik itu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
proses penegakkan hukum melalui hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi
yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Fada periode 2017 sampai dengan 30 Juni 2019, BPK telah menyampaikan 16
Laporar Hasil Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara atau
daerah sebesar Delapan koma Lima Puluh Tujuh Triliun dan 184 Laporan Hasil
Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara dan daerah sebesar
Sebelas koma Tiga Puluh Triliun Rupiah kepada instansi yang berwenang. BPK juga
telah melaksanakan 163 kasus pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan.

Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang saya muliakan,

Kami perlu menyampaikan bahwa IHPS Semester | 2019 ini merupakan Laporan
Capaiar Kinerja terakhir dari Pimpinan BPK periode 2014-2019. Kami selaku Pimpinan
BPK memohon pamit dan memohon diri, kami mengapresiasi dukungan dan bantuan dari
Pimpinan DPR RI dan jajaran DPR Rl selama masa kepemimpinan kami di BPK. Kami
masih banyak pekerjaan rumah kami dalam mendorong pengelolaan keuangan negara
sesuai cengan Renstra BPK Tahun 2015-2019.
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Peran DPR RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara dan daerah yang
transparan dan akuntabel semakin meningkat, yang ditunjukkan dengan semakin
meningkatnya pemerintah pusat dan daerah yang mendapat opini WTP.

Sesungguhnya efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan
hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang
dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari
Pimpinan dan para Anggota DPR RI. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama
dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Sekian dan terima kasih.

Wabillaahittaufik walhidayah,
Wassa'aamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:
Wa'alatkumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK Republik Indonesia
yang telah menyampaikan Penyampaian |IHPS semester | Tahun Sidang 2019 serta
Penyerahan LHP Periode Semester | Tahun 2019.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014, dan Pasal 58 ayat (3) huruf b Peraturan DPR RI
tentang Tata Tertib, maka hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Alat
Kelengkapan Dewan untuk menindaklanjuti dan hasilnya diharapkan dapat menjadi
bahan masukan yang sangat berharga bagi Dewan, khususnya Komisi-komisi DPR RI
dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar
Pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Ketua BPK RI, Pimpinan BPK
beserta jajaran untuk meninggalkan ruang rapat dan selanjutnya kami minta supaya
saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaranya dihadirkan di ruang sidang. Kami
persilakan.

Skors sementara.

(RAPAT: DISKORS)
KETUA RAPAT / WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Silakan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

kami persilakan kepada Menpan, kami persilakan agar mengambil tempat.
FPak Menteri Hukum sudah hadir?

Oke, kita tunggu sebentar, ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan.

Eaik, Menteri Hukum dan HAM, Menpan sudah hadir semua.

Eapak dan Ibu sekalian, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)
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Dan kita mulai.

Yang terhormat para Anggota Dewan,

Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran,

Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia beserta
jajaran

Hadirin yang kami muliakan.

Marilah kita memasuki acara ke-2 Rapat Paripurna Dewan pada hari ini yaitu
“Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi’.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No.42 Tahun 2014, Pembicaraan Tingkat Il merupakan pengambilan keputusan dalam
Rapat Paripurna dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini

DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat [;

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara
lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat; dan
c. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Karena itu marilah kita melanjutkan acara yaitu kami persilakan kepada Pimpinan
Badan Legislasi DPR Rl yang terhormat saudara Dr. Supratman Andi Agtas, S.H.,M.H.,
untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

PIMPINAN BADAN LEGISLASI DPR RI (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./F-
P.GERINDRA):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita sekalian.

LAPORAN BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT Il/ PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
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Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rekan-
rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN-RB, serta

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillaah puji syukur kita panjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah mzlimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari
ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas
pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengacu kepada ketentuan Pasal
105 hu-uf g Undang-undang No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, junto Pasal
65 huru® g Peraturan DPR RI No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi bertugas melakukan
pembahasan rancangan undang-undang.

Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan rancangan undang-
undang kumulatif terbuka sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia No.36/PUU-XV/2017.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia
sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke
tahun, baik dari sisi jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara
maupur dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta
lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan
suatu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan
secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Cengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No.20 Tahun 2001, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki
kewenangan melakukan koordinasi supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi
dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antara penegak hukum, terjadinya
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Staf Komisi Pemberantasan Korupsi serta
adanya masalah pelaksanaan dalam tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan
tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan
hukum acara pidana. Kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum,
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problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi,
terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta
kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan
tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat
cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan
tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu. Sehingga dapat mencegah dan
mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan, bukan
berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan, justru adanya
penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
menjalenkan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif. Pembaruan
hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan
penguatan tindakan pencegahan, sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara
negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat
merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan
sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, di mana dinyatakan
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan
pemerirtahan, Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk dalam ranah kekuasan
eksekutf yang sering disebut sebagai lembaga pemerintah. Dengan begitu dapat
diletakkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang
masuk dalam rumpun eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang kami hormati,

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan dapat:
1. Mendudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur

lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan atau
Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan
p=mberantasan korupsi;

2. NMenyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada
sebagai counterpart yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan
korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi dan sesuai dengan
ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegak hukum dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tidak memonopoli
dan menyelisihi tugas, wewenang, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;

4. Melakukan kerja sama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam
upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
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Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

IMateri perubahan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

30 Tatun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah
dibahas dan disetujui bersama sebagai berikut:

1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada dalam rumpun

kekuasaan eksekutif, yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap
bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun;

2. Pembentukkan Dewan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan

kewenangan KPK agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan penyadapan;

4. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak
ridana korupsi yang ditangani oleh KPK;

5. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan;

6. Sistem kepegawaian KPK.

w

Ketua Rapat, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah melalui pembahasan intensif antara Badan Legislasi dengan Pemerintah,
Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mininya sebagai berikut:

Tujuh Fraksi secara penuh menerima tanpa catatan. Dua Fraksi belum dapat
menerima atau menyetujui terutama yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan
Dewan 2engawas yang tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, dua Fraksi ini adalah Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera. Ketiga, Satu Fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat belum memberikan
pendapatnya karena menunggu hasil konsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

Oleh karena itu, hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
kami meminta untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya yakni untuk
disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-
undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Cemikianlah Laporan Pembicaraan Tingkat | RUU tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan RUU tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang
terhormat ini.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih
kepada seluruh Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan
pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kami juga menyampaikan
ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan
terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim Pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi, Sekretariat Jenderal DPR,
Tim Ahli dan Sekretariat Badan Legislasi, sehingga pembahasan RUU tentang
Perubanan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diselesaikan.

Sekian, terima kasih.

Wabillzahittaufik walhidayah,
Wassaiaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alakumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):
Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Bu, ini ada kita mengucapkan terima kasih dulu.

Eaik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Dr. Supratman Andi Agtas,
S.H., MH., yang telah menyampaikan Laporan Tingkat Pertama Pengambilan Keputusan
terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekarang kita akan melalui tiga tahapan pengesahan. Saya mengusulkan kita
melakukan tiga tahapan ini terlebih dahulu, setelah itu nanti baru kita memberikan nota
dan catatan, apa bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, jadi kita ambil keputusan yang pertama saya ingin menanyakan kepada
seluruh Fraksi apakah Pembicaraan Tingkat Il/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-
undang?®

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Yang kedua, berikut kami tanyakan kembali kepada seluruh Anggota, apakah
Pembiceraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan
Kedua etas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Fidana Korupsi, dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

81



Eaik.

Setelah ini kita akan mendengarkan Pandangan Presiden yang diwakili oleh
Menteri Hukum dan HAM. Menurut usul kami, kami usulkan kita mendengar Menteri
Hukum dan HAM, lalu ada pengesahan terakhir setelah mendengar Menteri Hukum dan
HAM, dan baru setelah itu kita memberikan catatan. Kalau bisa disetujui?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Fimpinan, izin Pimpinan.
Ledia Hanifa Pimpinan.

KETUA RAPAT:
Eaik Ibu Ledia kami persilakan.
F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

lva ini berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam Laporan Badan Legislasi,
karena kami merasa perlu menegaskan sejumlah sikap dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera tentang pembicaraan di Tingkat |, karena itu izinkan Pimpinan untuk
disampaikan beberapa hal yang menjadi catatan besar pada kami.

KETUA RAPAT:

Eaik, begini Bu tadi kita mengusulkan agar notanya memang akan diberikan
kesempatan minder head pandangan dan sebagainya, tapi kita usulkan karena ini
Pembicaraan Tingkat | sudah selesai, sekarang kita mendengar dulu Pandangan
Presiden, setelah itu kita mengambil keputusan, baru nota kita masukan sebagai bagian
dari seluruh pembahasan undang-undang di Paripurna ini, yang lampirannya akan
diserahkan nanti kepada tindakan lebih lanjutnya kepada pemerintah. Mungkin itu
usulannya tadi.

Bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Sekarang kita lanjutkan kami persilakan kepada Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Bapak Prof.Dr. Yasonna Laoly, S.H.,M.Sc., untuk menyampaikan
pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

Kami persilakan.

MENTEXI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA (PROF. DR. YASONNA LAOLY,
S.H., M.Sc.):

Assalazamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
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Om swastiastu,
Namo Budhaya,
Salam kebajikan.

PENDAPAT AKHIR
ATAS PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin Sidang yang berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat
dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah,
karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwak lan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda antara lain Penyampaian
Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah
diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat | pada tanggal 16 September
2019 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu
Pembicaraan Tingkat Il dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk pengambilan keputusan.

Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui bersama dalam rapat DPR RI untuk disahkan
menjadi undang-undang, sehingga pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi
perlu tegjas terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan
terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
terhormat,
Hadirin yang berbahagia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat,
perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang
terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana
yang dikakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek
kehidupan masyarakat.

Veningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa
bencane tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam upaya pemberantasan
tindak p dana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,
profesional serta berkesinambungan.
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Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.31 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No.20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi
Pembe-antasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi,
termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Komisi Pemberantasan
Korups merupakan lembaga pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan wewenang
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya
hormati,

Untuk itu perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat
mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana
korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan
berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya
penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif.

Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi
Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul
kesada-an kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak
pidana xorupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan
sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017, di mana dinyatakan
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan
pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif
yang sering disebut lembaga pemerintah...(rekaman suara tidak jelas) auxiliary agency,
hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem
ketatan=garaan Indonesia menjadi jelas yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan
pemerintahan.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang saya muliakan.

Pokok materi yang diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
antara lain:

1. Kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara

cdalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana
pun. Penegasan status lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-
undang ini memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan visi dan misi
cibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-
tndang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
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2. Penghentian penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak
pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka
waktu paling lama 2 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan harus
dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 Minggu terhitung sejak
dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
Pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,
baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi;

3. Penyadapan, penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari
Dewan Pengawas. Untuk mendapatkan izin penyadapan dilaksanakan
berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan
raling lama 1x24 jam, terhitung sejak permintaan diajukan. Dalam hal Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas,
renyadapan dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan
capat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama. Hasil penyadapan
tersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi. Perubahan pengaturan mengenai fungsi penyadapan yang
cilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih menjunjung tinggi nilai-
nilai hak asasi manusia, sehingga penyadapan betul-betul dilaksanakan dalam
koridor penegakkan hukum dan akuntabel;

4. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, perubahan ketentuan dalam undang-
undang ini juga mengatur mengenai pemberian status kepegawaian yang jelas
bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan
warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada
Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
merupakan Anggota korps profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai
tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan
sasuai dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-undang ini juga
memberikan masa transisi dalam proses pengangkatan pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi pengaturan tersebut dengan memberikan jangka waktu
yang cukup dalam menyesuaikan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
yang belum menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang saya muliakan.
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Berdasarkan hal tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan secara
sunggun-sungguh persetujuan Fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam
Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju RUU tentang Perubahan Kedua atas
Undanc-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan
Rakyat yang terhormat dan Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
terhormat atas dedikasi dan kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan
rancangan undang-undang ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita semua.

Aamiin.

Terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila agqwamit tharieq,
Wassakamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
Om santi santi santi om.

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PENDAYAGUNAAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
MANUSIA REFORMASI| BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
TTD TTD

PROF. DR. YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc SYAFRUDDIN

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat saudara Prof.Dr.
Yasonna Laoly, S.H.,M.Sc., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang telah
menyarr paikan pendapat akhirnya mewakili Presiden.

Szperti yang saya katakan tadi selanjutnya saya akan menanyakan kembali
apakah Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-
undang?

(RAPAT: SETUJU)
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Baik, terima kasih.

Melalui forum ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang
setingg -tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya
atas segala peran, upaya dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan
rancangan undang-undang ini.

Perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh
jajarannya atas keterlibatan penuh di dalam pembahasan undang-undang ini. Kepada
seluruh Anggota Dewan yang terlibat, Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal tak lupa
kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya ini adalah momen yang saya janjikan tadi catatan. Kami persilakan
kepada yang akan memberikan catatan, sebab kami juga mendapat catatan yang
dikirimkan ke meja Pimpinan. Di sini yang pertama Pak Edhy Prabowo kami
persilakan.

F-P.GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):
terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Teman-teman Anggota Sidang Paripurna yang kami hormati,
Pemerintah, para Hadirin sekalian.

Kita semua tahu semangat DPR dalam merevisi undang-undang ini adalah dalam
rangka menguatkan KPK itu sendiri dalam rangka pencegahan dan penegakkan hukum.
Namun masih ada ganjalan, makanya akibat ganjalan itulah membuat kami dalam
pembalasan Tingkat | menolak untuk diteruskan, namun mungkin karena kalah suara
kita juga memahami tidak mungkin juga kita ngotot.

Kami hanya ingin memberikan catatan tentang keberatan kami tentang Dewan
Pengawas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih dalam lembaga independent, ini menjadi
catatan kita semua bahwa ke depan kalau ini masih dipertahankan, saya kami tidak
bertanggungjawab terhadap terjadinya penyalahgunaan, semangat penguatan KPK itu
sendiri yang ujungnya nanti malah justru melemahkan.

Cemikian Pandangan Fraksi dari Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Edhy atas pandangan yang sangat baik.
Kami persilakan kepada Ibu Ledia.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):
Terima kasih Pimpinan.

L=dia Hanifa, dari meja Pak Ecky Awal, karena secara teknis alat pengeras suara
di meja saya tidak berfungsi.
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Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan DPR RI beserta Bapak dan Ibu Anggota DPR RI dan dari Pemerintah
beserta Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
memberikan beberapa catatan terkait dengan pembahasan revisi kedua pada Undang-
undang No.10 Tahun 2002 tentang KPK.

Yang pertama, kami menganggap bahwa dalam pembentukkan Dewan Pengawas
KPK yeng disebutkan sebagai bagian dari KPK menyebabkan Dewan Pengawas ini
menjad satu organ yang tidak dapat bekerja lebih independent dan kredibel, padahal kita
semua sama-sama menganggap bahwa revisi ini konteksnya adalah untuk memberikan
penguatan kepada KPK.

Kedua, persoalan terkait pemilihan Anggota Dewan Pengawas KPK yang menjadi
kewenangan mutlak Presiden. Fraksi PKS menganggap ketentuan tersebut tidak sesuai
dengan tujuan dari draft awal Rancangan Undang-Undang KPK ini yaitu membentuk
Dewan Pengawas yang profesional dan terbebas dari intervensi. Hal ini juga diperparah
dengan ketentuan adanya keharusan KPK untuk meminta izin penyadapan ke Dewan
Pengawas, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa penyadapan adalah senjata KPK
dalam mencari bukti untuk mengungkap kasus korupsi yang termasuk dalam kategori
extra ordinary crime. Fraksi PKS menilai seharusnya KPK cukup memberitahukan bukan
membe-i izin kepada Dewan Pengawas KPK apabila sudah dan kemudian diiringi dengan
monitorng dan audit yang ketat agar penyadapan tidak dilakukan secara semena-mena
atau melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu Pimpinan Fraksi PKS menolak ketentuan mengenai kelembagaan
Dewan Pengawas KPK yang merupakan bagian dari KPK dan pemilihan Anggota Dewan
Pengawas KPK yang menjadi kewenangan mutlak Presiden serta keharusan KPK
meminta izin melakukan penyadapan kepada Dewan Pengawas di dalam Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian sikap dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Wassakaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa'alakkumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Ledia.
selanjutnya Pak Arsul dari Fraksi PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si.):
Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat,
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Pak Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Yasonna Hamonangan Laoly yang
terhormat,
Pak Menpan-RB, Bapak Syafruddin yang terhormat.

Izinkan kami memberikan catatan atas nama Fraksi PPP terkait dengan
pengesahan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Kedua terhadap Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002.

Catatan kami yang pertama adalah bahwa niat kita dalam merevisi undang-
undang ini adalah untuk memperkuat pemberantasan korupsi ke depan. Oleh karena itu
menurut hemat kami Fraksi PPP kita tidak cukup berhenti dengan merevisi atau
mempe-baharui Undang-undang No.30 Tahun 2002. Perlu menjadi komitmen kita semua
sebagal pembentuk undang-undang agar di periode yang akan datang direvisi pula
Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kemudian Undang-
undang No.31 Tahun 1999 junto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi yang merupakan hukum materil dalam tindak pidana korupsi dan yang
ketiga perlu menjadi komitmen kita bersama agar pemberantasan tindak pidana korupsi
ini benar-benar menemukan paradigma seperti yang telah disampaikan oleh Bapak
Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 yakni agar recovery
atau pengembalian kerugian negara bisa dimaksimalkan. Untuk itu saya kira perlu
menjadi komitmen kita semua para pembentuk undang-undang agar dalam periode
mendatang kita sepakat untuk mengintroduksi Undang-undang tentang Perampasan
Aset.

Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi catatan kami adalah dalam
revisi undang-undang ini maka nomenklatur kepegawaian KPK ini diselaraskan dengan
Undang-undang tentang Aparatus Sipil Negara. Nah dalam konteks ini Fraksi PPP
meminta kepada Pemerintah agar hak-hak keuangan dan tunjangan yang selama ini
telah ditzrima oleh para pegawai KPK tidak berkurang.

Cemikian catatan kami Pimpinan.

Wallahuol muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:
Wa‘alaixumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

terima kasih.
yang terakhir Ibu di sini tertulisnya Erma Suryani, kami persilakan.

F-PD (ERMA SURYANI RANIK, S.H.):

T=rima kasih Pimpinan.
Erma Suryani Ranik, Fraksi Partai Demokrat, A-446.

Pimpinzn dan Anggota DPR yang kami hormati,
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Tadi Badan Legislasi menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat belum
membe-ikan pandangan terkait pada pengambilan keputusan Tingkat I.

Pada kesempatan kali ini kami dari Fraksi Partai Demokrat hendak memberikan
beberapa pandangan dan catatan sebagai berikut terkait dengan Undang-undang No.30
Tahun 2002.

Fertama, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa peran dan tugas
penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK haruslah
proper, terukur, transparan, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, dijalankan secara
profesional dan akuntabel. Fraksi Partai Demokrat mendorong dan terus
mendukung sinergi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam menegakkan hukum pemberantasan korupsi. Atas hal
tersebut, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi sinergisitas dan setiap langkah dan
upaya penegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi yang telah kita lakukan
selama ni.

Yang kedua, Fraksi Partai Demokrat konsisten dan berkomitmen untuk terus
memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi yang
dilakukan oleh segenap aparat penegak hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun
di KPK.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat menolak dengan tegas setiap upaya pelemahan
terhadap KPK dalam bentuk apapun, sebaliknya KPK juga harus diperkuat dan dijaga
independensinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemberantasan
korupsi.

= empat, bahwa selama 17 tahun perjalanan KPK dalam menjalankan tugas,
wewenaig dan tanggung jawabnya, Fraksi Partai Demokrat mendengar segenap
aspirasi baik dari lingkungan KPK, masyarakat, partai politik, serta segenap elemen
bangsa kin yang pada pokoknya diperlukan adanya penyempurnaan dan penguatan.

B=rdasarkan hal-hal tersebut kami sampaikan pada prinsipnya Fraksi Partai
Demokrat mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas
Undangundang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap upaya pemberantasan
korupsi dan pelemahan terhadap KPK, serta catatan Fraksi Partai Demokrat upaya
pemberzntasan korupsi dapat dilakukan secara terukur, proper dan baik, sehingga tujuan
tercapainya penyempurnaan dan penguatan terhadap KPK akan mendukung kinerja
penegakxan hukum, sehingga pemberantasan korupsi dapat kita capai di negeri ini.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan secara khusus terkait dengan Dewan
Pengawas. Di forum Rapat Paripurna ini, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan adanya
kemungkinan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden. Fraksi
Partai Damokrat tetap berpandangan bahwa hematnya Dewan Pengawas ini tidak
menjadi kewenangan Presiden.

Demikian yang kami sampaikan dari Pandangan Fraksi Partai Demokrat.
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PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com, DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.
M.Sc.

Terima kasih Pak Ketua.
KETUA RAPAT:

BEaik, terima kasih Bu Erma, satu nota yang sangat jernih.

Dari meja Pimpinan kami ingin sebelum Bapak Menteri meninggalkan ruangan,
mengingatkan bahwa revisi Undang-undang KPK secara aklamasi oleh seluruh Fraksi
pernah dimulai dari tahun 2010, saya ingat waktu itu karena saya adalah salah satu unsur
Pimpinen di Komisi Ill dan ketuanya adalah saudara Beni K. Harman dari Fraksi Partai
Demokrat. Lalu kemudian terus berjalan 2019, 2012 Presiden SBY menyatakan belum
tepat waktu. 2015 Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden, pada waktu itu
mulai mengusulkan adanya revisi, sehingga kemudian terus terjadi pembahasan dan
sosialisasi, bahkan pernah dibentuk dua tim, Tim Pemerintah dan Tim DPR untuk
sosialisasi ke kampus-kampus dan sebagainya dan itu telah dijalankan. Memang ada
kampus yang secara ekstrim menolak ya, kita tidak boleh masuk kampus untuk
membahas RUU ini. Saya kira itu memang terjadi.

Nah akhirnya sekarang sampai kita pada kesimpulan dan kita telah mengambil
keputusan, tentu ini adalah agregasi dari seluruh pengalaman, pendapat publik dan
seluruhriya yang telah kita ambil dan poin-poin yang tadi disampaikan dan kita sudah
sahkan memang merupakan poin-poin yang sering menjadi perbincangan. Jadi saya kira
proses legislasi dan Paripurna hari ini adalah satu proses yang legitimate dan faktual dan
telah kita lakukan. Kita bersyukur dalam 10 tahun tugas ini telah kita selesaikan dengan
baik.

Baik, itu catatan kami dari meja Pimpinan. Selanjutnya Kami persilakan kepada
Menteri PAN karena Pak Laoly akan bertahan di ruangan ini untuk meninggalkan ruangan
beserta pjarannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ke-3 dan Pak Laoly tetap
akan diminta hadir, tepuk tangan kepada Tim Pemerintah dan kami persilakan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Rl untuk masuk ke ruangan untuk membahas undang-
undang selanjutnya.

Baik kami persilakan kita skors sementara sambil mempersiapkan Menteri ESDM
Republik Indonesia beserta jajarannya untuk hadir.

(RAPAT DISKORS)
KETUA RAPAT / WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Baik, terima kasih.
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Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian ini sudah menunjukkan waktu pukul 12.10
WIB.

Yang terhormat para Anggota Dewan,
Skors kami cabut.
(SKORS DICABUT)

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili
beserta jajaran,

Hadirin yang kami muliakan.

Marilah kita memasuki acara yang ke-3 (tiga) yaitu Pembicaraan Tingkat Il /
Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air.

Eerdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No.42 Tahun 2014, Pembicaraan Tingkat || merupakan pengambilan keputusan dalam
Rapat Faripurna dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Fenyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini

CPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;

b. Fernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan Anggota secara
lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan
c. Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri yang

mewakilinya.

Kami sampaikan bahwa Pimpinan telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor HK.01.01-Mn/1811, tanggal
11 Sept=mber 2019, Hal: Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, yang
menyampaikan bahwa masih adanya usulan perbaikan dari pemerintah tentang konsep
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Kami mohon persetujuan apakah sebelum kita mendengarkan Laporan Pimpinan
Komisi V DPR RI terhadap Pembicaraan Tingkat || / Pengambilan Keputusan terhadap
RUU tentang Sumber Daya Air, kami mengusulkan diadakan lobi untuk mendengarkan
keterangan pemerintah tentang konsep perubahan tersebut. Sambil kita sholat dan
makan siang, Apakah kita setuju kita skors sekitar 30 menit

Setuju ya kita skors ya?

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.53 WIB)

Kami persilakan kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan
Pemerintah untuk masuk ke ruangan lobi tepat di belakang saya untuk beberapa menit
agar kita melakukan lobi sebelum melanjutkan sidang. Kami persilakan. Yang lain kami
persilakan untuk makan siang dan istirahat.
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(PELAKSANAAN LOBI)
KETUA RAPAT /| WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KESRA (FAHRI HAMZAH, S.E.):

Pimpinan ada yang bisa dampingi saya?
Sudah jalan?

Pak Ketua.

Sambil menunggu kita lanjutkan.

Bapak dan Ibu sekalian,

~adi saya skors untuk 30 menit, jadi saya kira ini persis waktunya 30 menit, skors
saya cebut ya.

(SKORS DICABUT PUKUL13.32 WIB)
Baik.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta jajaran,

Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta yang mewakili, tadi
juga dari beberapa kementerian ternyata hadir dari Kementerian Dalam Negeri dan
lain-lainnya,

Hadirin yang kami muliakan.

Skors telah saya cabut dan untuk mempersingkat waktu, kami selaku Pimpinan
menyampaikan bahwa hasil lobi telah disepakati yang intinya adalah mengembalikan
kepada mekanisme yang sudah terjadi bahwa undang-undang ini telah mengalami
Pembicaraan Tingkat | dan disetujui oleh semua Fraksi dan Pemerintah, dan oleh sebab
itu kita dapat melanjutkan kepada Pembicaraan Tingkat |l. Adapun hal-hal yang menjadi
catatan pemerintah akan disempurnakan oleh pemerintah menjadi bagian dari dinamika
yang terjadi diantara pemerintah dan DPR dan pemerintah memiliki alat-alat antisipasi
untuk mengimplementasikan undang-undang yang akan kita sahkan ini.

Karena itu mari kita melanjutkan acara, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi
V DPR R, yang terhormat saudara Lasarus, S.Sos., untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

PIMPINAN KOMISI V DPR RI (LASARUS, S.Sos., M.Si./F-PDIP):

Yang terhormat saudara Pimpinan DPR Rl dan Anggota DPR Rl yang kami hormati,
Wakil Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri atau yang
mewakili, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili, Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili, Menteri Pertanian atau yang
mewalkili, serta para Hadirin yang kami muliakan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
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Salam damai sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam <ebajikan.

Merdeka!

Pada hari yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan
syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-
Nya kita dapat bertemu pada forum Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan
Keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat Il Pengambilan Keputusan atas Rancangan
Undanc¢-Undang tentang Sumber Daya Air.

Saudara saudari yang kami hormati,

Perkenankanlah kami dari Pimpinan Komisi V DPR Rl menyampaikan bahwa
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah mendapat persetujuan
seluruh Fraksi secara bersama dengan Pemerintah dalam forum Rapat Pembicaraan
Tingaket | Pengambilan Keputusan pada hari Senin, 26 Agustus 2019 yang lalu.

Perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya Rancangan Undang-Undang tentang
Sumber Daya Air secara resmi menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI
dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 10 April 2018 dan kemudian melalui surat
Presiden No.R-31/Pres/06/2018, tertanggal 7 Juni 2018, Pemerintah telah menunjuk
wakil pemerintah yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Menteri Pertanian dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas Rancangan
Undang-Undang tentang Sumber Daya Air bersama DPR.

Hadirin yang kami hormati,

Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan
menguesai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu
dinyatakan secara tegas, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Seperti diketahui bahwa Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air telan dicabut keberlakuannya secara keseluruhan melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi No.85/PUU-X1/2013 dan memberlakukan kembali Undang-undang No.11
Tahun - 974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan
kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak rakyat
atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh sebab itu, maka kehadiran negara
dalam pengelolaan sumber daya air harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya
kemakn uran rakyat.
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Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air inisiatif DPR Rl awalnya
terdiri stas 15 bab dan 78 pasal. Setelah melalui sejumlah pembahasan dan perumusan
yang intensif, akhirnya berhasil diselesaikan menjadi 16 bab dan 79 pasal.

IMateri pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini
meliput:

1. Penguasaan negara dan hak rakyat atas air;

2. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumber daya air;

Pengelolaan sumber daya air;

Perizinan penggunaan sumber daya air;

Sistem informasi sumber daya air;

Pemberdayaan dan pengawasan;

Pendanaan;

Hak dan kewajiban;

Partisipasi masyarakat; dan

0. Koordinasi.

= 180 T8 s D

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas
pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Rancangan undang-undang ini menegaskan hak rakyat atas air guna memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari dijamin oleh negara. Selain itu, rancangan undang-
undang ini memberikan penegasan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses
untuk memanfaatkan sumber daya air.

Pimpinan dan Anggota DPR RI beserta Pemerintah yang kami hormati,

Secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah
mendapat persetujuan dari semua Fraksi yang ada di Komisi V DPR RI dan Pemerintah.
Fraksi-fraksi juga menyampaikan harapan dan penekanan-penekanan untuk
memaksimalkan implementasi rancangan undang-undang ini antara lain keharusan
pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksanaan yang diamanatkan undang-
undang tentang sumber daya air, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lintas
instansi.

Akhirnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
pengha-gaan setinggi-tingginya kepada semua Pimpinan DPR RI, segenap Pimpinan
Fraksi, @impinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, rekan-rekan Anggota Komisi V
DPR RI, terkhusus Anggota Panja Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya
Air, juga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Menteri Pertanian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta sejumlah
kementerian terkait antara lain dari Kementerian Perindustrian, Ahli Bahasa dari Pusat
Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Negara dan Tim
Penduk.ung dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang telah bersama-sama hadir
saat pembahasan.
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IUcapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber, baik pakar dari
perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengamat, penggiat dan stakeholders
sumber daya air.

Selain itu ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk Tim Pendukung antara
lain Tim Perancang Perundang-undangan atau Legal Drafter dan Tim Peniliti dari Badan
Keahlien Dewan, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi V DPR RI, serta semua pihak
terkait, Sekretariat Jenderal DPR RI dan para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu
per safu yang telah membantu secara teknis dan administrasi sehingga pembahasan
rancanjan undang-undang berjalan dengan lancar dan baik di semua tingkatan
pembanasan hingga pada forum Paripurna yang terhormat hari ini.

Demikian penyampaian Laporan Komisi V DPR RI atas Hasil Pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Apabila ada kekurangan dan
kekhilafan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini maupun dalam
penyampaikan laporan ini dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan
permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang
tentang Sumber Daya Air ini guna mendapatkan persetujuan Pembicaraan Tingkat I
Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk menjadi undang-undang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi amal
ibadah dan pengabdian kita kepada rakyat, bangsa dan negara tercinta Indonesia.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om,
Namo Budhaya.
Merdekal
Jakarta, 17 September 2019

PIMPINAN KOMISI V DPR R,

LASARUS, S.Sos., M.Si.
No. Anggota A-217

Terima kasih.
KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Lasarus, S.Sos., yang terhormat
yang telah menyampaikan Pembicaraan Tingkat | untuk Pengambilan Keputusan
terhadap RUU tentang Sumber Daya Air.

Seperti yang tadi juga kita lakukan terhadap RUU Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, saya akan melakukan pertanyaan kepada yang pertama kepada Fraksi-
fraksi epakah dapat disetujui?
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(RAPAT: SETUJU)

Baik, yang kedua saya akan tanya lagi kepada para Anggota apakah Pembicaraan
Tingkat Il Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air, dapat
disetujti untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Sebelum Pak Laoly menyampaikan pandangan, saya ingin Pak Laoly juga dengar
bahwa kalau Paripurna itu kosong Pak sebenarnya, karena dalam sistem kita ada
Paripura yang sebetulnya sudah selesai di Tingkat |, Pemerintah dan Fraksi itu sudah
mengambil keputusan Tingkat |. Paripurna itu dalam sistem di negara lain itu namanya
voting space, jadi orang datang untuk voting, tidak hadir seperti kita Pak, makanya
Anggota DPR itu ada yang nonton dari ruangannya dan sebagainya, itu karena cuma
untuk voting. Nah saya sudah mengusulkan sebagai Ketua Tim di undang-undang yang
akan datang kalau diperbaiki, Paripurna untuk voting itu tidak harus hadir, tapi dia datang
untuk mencet. Bahkan kalau sudah Pembicaraan Tingkat | itu sudah aklamasi antara
Pemerintah dan DPR, itu seharusnya tidak perlu lagi, tapi karena setiap Anggota punya
kerahasiaan untuk voting, itu juga dibuka ya kan, tapi lagi-lagi voting. Nah wartawan
sering keliru melihat Paripurna ini, ini objek poto yang sebenarnya jadi tidak anu sama
rakyat, padahal kan ruangan Paripurna itu kan cuma setuju atau tidak setuju, mau 500
yang ngambil keputusan atau 5 orang, sama saja opsinya tinggal 2 di sini. Makanya kita
hanya memancing emosi masyarakat saja kalau mempersoalkan ruang Paripurna.
Memang ruang Paripurna kita begini karena sistemnya kehadiran kursinya disediakan
untuk orang yang duduk mau melakukan atau menyatakan setuju atau tidak setuju. Nah
begitu Pak Laoly nanti menjadi bagian dari catatan kalau Pak Laoly jadi Menteri lagi nanti.

Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Laoly, Bapak Prof.Dr. Yasonna
Laoly, S.H., M.Sc., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyampaikan
pendapat akhir mewakili Presiden.

Kami persilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA (PROF. DR. YASONNA LAOLY,
S.H., M.Sc.):

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA RAPAT PARIPURNA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam kebajikan.
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Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia,
Yang mewakili Pemerintah dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, kami ucapkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bersama dapat menghadiri acara
Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa serangkaian pembahasan Rancangan
Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah dilaksanakan bersama antara DPR RI
dengan Presiden dan terakhir diselesaikan pada Pembicaraan Tingkat | dengan
keputusan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air untuk
diteruskan ke tahap pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat Il di Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air merupakan manivestasi
dari semangat, cita-cita dan komitmen Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republk Indonesia dalam menegaskan pemaknaan penguasaan negara terhadap air
sebageimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013 tentang
Pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air yang diinisiasi oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mutlak diperlukan mengingat air merupakan
kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan mahluk hidup di dunia ini.
Keters=diaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat
mewaj bkan kita untuk mengelola sumber daya air dengan memperhatikan keselarasan
fungsi sosila, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergitas
dan ksterpaduan antar wilayah antar sektor dan antar generasi guna memenubhi
kebutL han rakyat atas air.

Susunan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini terdiri dari 16
bab dan 79 pasal yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia
secara utuh. Hal-hal yang diatur meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air,
tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air, perizinan, sistem informasi,
pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi
masyarakat, koordinasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini juga telah
mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini, seperti:

a. Jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per hari;
b. Pengelolaan sistem irigasi sebagai suatu kesatuan sistem single management;
dan

c. Penguatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan keyakinan bahwa
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini telah melalui proses
pembahasan yang mendalam, izinkan kami untuk mewakili Presiden Republik Indonesia
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dalam Xapat Paripurna yang terhormat ini dan dengan mengucapkan puji syukur kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya nyatakan bahwa Presiden menyetujui
Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi undang-
undang.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam
proses pembahasan rancangan undang-undang ini hingga menjadi rancangan yang
pada hari ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kiranya niat
baik untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia
yang k ta cintai ini bisa terwujud dan didukung oleh segenap rakyat Indonesia.

Hadirin yang terhormat,

Demikian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang
Sumber Daya Air, dan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
terhormat saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas
segara perhatian selama berlangsungnya pembahasan rancangan undang-undang ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala pengabdian amal
dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas konstitusional ini.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila agqwamit tharieq,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

a.n. FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
VIENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
VIANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PROF. DR. YASONNA LAOLY, S.H., M.Sc
KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Prof.Dr. Yasonna Laoly,
S.H., M.Sc., Menteri Hukum dan HAM RI, yang telah menyampaikan pendapat akhirnya
mewakili Presiden.

Untuk terakhir kalinya setelah mendengar Pendapat Presiden, kami akan
menanyakan kembali kepada seluruh peserta Sidang yang terhormat apakah
Pembicaraan Tingkat |l / Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya
Air, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.
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Melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan
HAM RI serta seluruh jajaran, jajaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Air
Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga pemerintah lainnya yang hadir karena
telah bersama-sama untuk membahas undang-undang ini sampai selesai dan kami ingin
mengucapkan dari meja Pimpinan terima kasih kepada Anggota dan Pimpinan Komisi lll
khususnya serta Badan Keahlian dan Sekretariat Jendreal yang juga siang malam dalam
beberapa tahun belakang ini telah membahas undang-undang ini sampai selesai.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah Sidang Paripurna hari ini. Jika tidak ada lagi yang
akan kita sampaikan, dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup
Paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillaahirobbil’alaamiin.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.54 WIB)

Jakarta, 17 September 2019

a.n. KETUA RAPAT,
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. DAMAYANTI, M.Si.
196202111987032002
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LAGU INDONESIA RAYA

Hadirin, kami perailakan untuk duduk kembali,

Sidang Dewan yang kami hormati;

Sesual dengan hasil Keputusan Rapal Konsultesi Pengganti Rapal
Bamus DPR RI antara Pimpinan OPR dan Pimpinan Fraksi-raks! tanggal
17 September 2019, acara Rapat Paripurna hari ini adalah:

1. P i IHPS S | Tahun Sidang 2019 serta
peny LHP Periode 1 Tahun 2018;

2. Pimbicaraan Tingkat I/Pengambilan keputusan terhadap RUU
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomer 30 Tahun

2002 tentang Komisi P Tindak Pidana Korupsi;
3. Pembicaraan Tingkat IUP T, rhadap RUU
tentang Sumber Daya Alr;
Sidang Dewan yang terhormat,

Selenjutnya kami persilaken Saudara Ketua BPK Rl beserla
jajarannya untuk memasuki Ruang Rapat, dengan ini rapat kami skors.

| RAPATDISKORS |
KETOK PALU 1 KALI

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FAHRI HAMZAH, SE.):
Yang ferhormat para Anggota Dewan;
Yang terhormat Ketua BPK Rl beserta jajarannya;

Hadirin yang kami muliakan.

Dengan inl skors rapat kami cabul. rapal Paripurna Dewan kitd
lanjutkan kembali.

SKORS RAPAT DICABUT
KETOK PALU 1 KALI

Sidang Dewan yang kam{ hormati;

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Parlpurra Dewan har
ini, yaftu:

“Peny ian [HPS S | Tahun Sidang 2019 serta penyerahan
LHP Perlode Semester | Tahun 2019"

'a kita ketahui b bahwa sesual Pasal 72 huruf e
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tenlang MPR, DPR, DFD dan
DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomer 42 Tahun 2014,
menyatakan bahwa: “DPR berfug: dan i njutl hasil
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab kevangan negara yang
disampaikan oieh Badan Pemerikss Keuangan®
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Selanjutnya Pasal 163 ayat (3) huruf b dan huruf ¢ Peraturan DPR RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Terlb menystakan bahwa ‘DFR
mempunyai fungsi peng k gan Negara dilakukan
melalei hasi pomerkssan semester BPK serta tindak lanjul hasit
pemeriksaan Semestar BPK".

Untuk maksud tersebut kaml persilakan kepada yang terhormal
Saudara Ketua BPK Rl untuk menyampaikan Hasil Pemerksaan
dimaksud. Kami Persilakan.

| LAPGRAN KETUA BPKRI -}
Catatan untuk Bapak Ketua DPR Rl :

Pada saal Ketua BPK diampingl oloh Sekjen BPK menyerahken hasl
Pemarikadn BEK, maka Bapak Kelua DR dengan didamping Sekjon
DPR turun dar! podium unfuk hasil p

Terima kasih kami sampalkan kepada Ketua BPK Republik Indonesia
yang lalah yampakan Penyampalan IHPS | Tahun
Sidang 2019 serta penyerahan LHP Periode Semestar | Tahun 2019,

Selanjutnya sesuai dengan kelentuan Pasal S8 ayat (3) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPROD
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomer 42 Tahun 2014, dan Pasal
56 ayat (3) huruf b Pecaturan DPR R fentang Tats Tertb, maka hasil

pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Alat Kelengkapan Dewan
untuk menindaklanjutinya dan hasilnya di harapkan dapat menjadi bahan
masukan yarg sangat berharga bagi Dewan, khususnya komisi-komisi
DPR RI dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalul Rapat
Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Ketua BPK RI besera
jajarannya uniuk meninggalkan Ruang Rapat, Selanjutnya kami persilakan
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya, Kepada
Anggota Dewan diminta untuk tetap ditempatnya masing-masing untuk
mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapal kami skors.

Terima kasih.

RAPAT DISKORS
KETOK PALU 1 KALI
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KETUA RAPAT (FAHRI HAMZAH, SE.):
Yang terhormat para Anggota Dewan;
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Rl beserta jajarannya;

Hadirin yang kami muliakan.

Sekarang Marilah kita memasuki acara Rapat Paripurna ke-2 (dua)
Dewan hari ini, yaitu:

“Pimbicaraan Tingkat ll/Pengambilan keputusan terhadap RUU
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Nomer 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 42 Tahun 2014. Pembicaraan Tingkat Il merupakan
pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan:

a. Penyampaian Laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi,
pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat |.

b. Pernyataan persetujuan atau penofakan dari tiap-tiap fraksi dan
anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripuma, dan

¢. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang
mewakilinya.

Mari kita melanjutkan acara yaitu kami persilakan kepada Pimpinan
Komisi Ill DPR RI, yang terhormat Saudara DR. SUPRATMAN ANDI
AGTAS, SH., MH. untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan,

| LAPORAN PIMPINAN BADAN LEGISLAS| DPR Ri —||

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara DR. SUPRATMAN ANDI
AGTAS, SH, MH. yang telah menyampaikan Pimbicaraan Tingkat
IiPengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Femberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap Fraksi apakah:

Pimbicaraan Tingkat [l/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dapat disetujui
untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

Fraksi PDI Perjuangan

Fraks| Partai Golkar

Fraksl Partal Gerindra

Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Amanat Nasional

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Fraksi Partai Persatuan P mbangunan
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Fraksi Partai NasDem
Fraksi Partai Hanura

SETUJU
KETOK PALU 1 KAL|
Terima kasih.
Sidang Dewan yang terhormat;

Berikulnya, kami akan menanyakan sekali fagi kepada Seluruh
Anggota, apakah Pimbicaraan Tingkat IVPengambilan keputusan
terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Fidana
Korupsi. dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

ANGGOTA DPR : SETUJU
KETOK PALU 1 KALI

Terima kasih,

Berikutnya, kami akan mempersilakan yang terhormat Saudara Prof.
Dr. Yasonna Laoly. S.H,, M.Sc. Menteri Hukum dan HAM R, untuk
menyampaikan Pandapat Akhir mewakili Presiden. Kami persilakan.

|  PENDAPAT AKHIR PRESIDEN |

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Prof.
Dr. Yasonna Laoly. S.H., M.Sc. Menteri Hukum dan HAM RJ, yang telah
menyampaikan Pendapat Akhimya mewakill Presiden.

Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta
Sidang yang terhormat apakah Pimbicaraan Tingkat IW/Pengambilan
keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dapal disetujur untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

RAPAT : SETUJU
KETOK PALU 1 KALI
Terima kasih.
Sidang Dewan yang terhormat;

Melalui forum ini kami menyampaikan lerima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menferi Hukum dan HAM
RI beseria jajarannya atas segala peran serta dan kerja sama yang telah
diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan
penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggela Badan
Legislasi DPR RI serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
yang bersama-sama lelah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang
tersebut dengan baik.

Selanjutnya kami persilakan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral RI atau yang mewakili untuk memasuki Ruang Rapal, kepada
1
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Anggota Dewan diminta untuk tetap ditempatnya masing-masing untuk
mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors

RAPAT DISKORS
KETOK PALU 1 KALI

Tarima kasih.

KETUA RAPAT (FAHRI HAMZAH, SE.):

Yang terhormat para Anggota Dewsn;

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Rl beserta jajarannya;

Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rl atau
yang mewakili beserta fajaran.

Hadirin yang kami muliakan.

Dengan ini skors rapat kami cabut, rapat Paripurna Dewan kita
lanjutkan kembali.

SKORS RAPAT DICABUT
KETOK PALU 1 KALI

Sekarang Marilah kita memasuki acara Rapat Paripuma ke-3 (tiga)
Dewan hari ini, yaitu:

“Pembicaraan Tingkat |l/Pengambilan Keputusan terhadap RUU
tentang Sumber Daya Air”

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 42 Tahun 2014, Pembicaraan Tingkat |l merupakan
pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan:

a, Penyampaian Laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi,

pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat 1.

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan
anggota secara lisan yang diminta cleh pimpinan rapat paripurna, dan
Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang
mewakifinya.

o

Hadirin yang kami muliakan.

Kami sampaikan bahwa Pimpinan telah menerima Surat dari Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : HK.01.01-Mn/1811
tanggal 11 September 2019, Hal : Rancangan undang-undang tentang
Sumber Daya Air. Yang menyampaikan bahwa masih adanya usulan
perbaikan dari pemerintah tentang konsep Rancangan Undang-Undang
tentang Sumber Daya Air.

Kami mohon persetujuan apakah sebelum kita mendengarkan
laporan Pimpinan Komisl V DPR Rl terhadap Pembicaraan fingkat
IiPengambilan Keputusan terhadapa RUU tentang Sumber Daya Alr kami
mengusulkan diadakan lobby untuk mendengarkan keterangan Pemerintah
tentang konsep perubahan tersebut. Apakah dapat disetujui?

12
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| ANGGOTADPR:SETUJU |

Untuk itu kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komsi V
DPR RI dan Pemerintah diminta ke ruang Lobby uniuk beberapa menit,
dan kepada para Anggota Dewan diminta untuk tetap ditempatnya masing-
masing.

Dengan ini rapat kami skors.

RAPAT DISKORS
KETOK PALU 1 KALI

Terima kasih.

PELAKSANAAN LOBBY

KETUA RAPAT (FAHRI HAMZAH, SE.):

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Rl beserta Jajarannya;
Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ri
atau yang mewakili beserta fajaran.

Hadirin yang kami muliakan.

Dengan ini skors rapat saya cabut, rapat Paripurna Dewan kita
lanjutkan kembali.

SKORS RAPAT DICABUT
KETOK PALU 1 KALI

Untuk menyingkat waktu, kami selaku Pimpinan menyampaikan
bahwa hasil lobby telah disepakatl Untuk penyempurmaan/perbaikan pada
beberapa pasal pada RUU tentang Sumber Daya Air.

Mari kita melanjutkan acara yaitu kami persilakan kepada Pimpinan
Kemisi V DPR RI, yang terhormat Saudara LASARUS, $.50S untuk
menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

LAPORAN PIMPINAN KOMISI V DPR RI
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Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara LASARUS, $.50S yang
telah menyampaikan Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan
terhadap RUU tentang Sumber Daya Air,

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap Fraksi apakah:

Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap RUU
tentang Sumber Daya Air. dapat disetujui untuk disahkan menjadi
lUindang-Undang?

Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi Partai Golkar

Fraks| Partai Gerindra

Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Amanat Nasional

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Fraksi Partal NasDem

Fraksi Partal Hanura

SETUJU
KETOK PALU 1 KALI
Terima kasih.
Sidang Dewan yang terhormat;

Berikutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada Seluruh
Anggota, apakah Pembicaraan TK Il Pengambilan Keputusan terhadap

RUU tentang Sumber Daya Air dapat jui uniuk disahk i
Undang-Undang?
_ANGGOTA DPR : SETUJU
KETOK PALU 1 KALI
Terima kasih,

Berlkutnya, kami akan mempersilakan yang terhormat Saudara Prof.
Dr. Yasonna Laoly. S.H., M.Sc. Menteri Hukum dan HAM R, untuk
menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden. Kami persilakan

l PENDAPAT AKHIR PRESIDEN J

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Prof,
Dr. Yasenna Laoly. S.H., M.Sc. Menteri Hukum dan HAM Ri, yang telsh
manyampaikan Pendapat Akhirnya mewakili Presiden.

Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta
Sidang yang terhormat apakah Pembicaraan TK Il/ Pengambilan
Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air. dapat diselujui
untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

RAPAT : SETUJU
KETOK PALU 1 KALI

Terima kasih.
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Lampiran 5.

Sidang Dewan yang terhormat;

Melalul forum ini kami menysmpalkan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada yang tarhormat Menteri Hukum dan HAM
RI dan Menteri Enargl dan Sumber Daya Mineral Rl beserta ajarannya
atas segala peran serta dan kerfa sama yang telsh diberikan selama
pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Perkerankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan medyampalkan
penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi v
serla Sekretariat Jenderal dan Badan Kaahlian DPR Rl yang bersama-
sama telah menysfesaikan Rancangan Undang-Undang fersebut dengan
baik.

Sidang Dewan yang terhormar,

Dengan demik: lesailah acara Rapat Parip Dewan hari ini.
mmmmtmimmmmmammm
para Anggola Dewan dan hadirin sekalian atas kelekinan dan
kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan har ini

Dmmma‘nsldangm"uhmmhnimm
Rapat Paripuma dengan ucapan:

Athamduifiabicobbil'alamin,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pengantar Pimpinan Komisi V DPR Rl tentang SDA

ANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

Yang Terhornat, Ssudars leﬂmn DPR Ri dan Anggota DPR RI;
v.nm kaml Hormatl, Wakil Pomerintah;
‘Monteri Hukum dan Hak Asasi Mamasio;
: mmmmmmmmm atau yang mewakili;
- Menteri Dalam Negeri, mnngmmﬂl.
- Mented Lin Hidup dan atau yang
* mmwmmwmuml afau yang mewakili;
Mantori Partanian, ata yang mewakill; sarta
Para hadirin somua yang kami muliakan.

mmvumnmﬂw.

Solam Damar S'cphfsxa unfuk idta semua,
Om Swassiostu,

Puda harl yang batbahaga Ini, tedabin dahuly marilah kmmmwﬁaﬂ
lw)mrkehldnrl\hhmmmaﬂww rahmat dan kaninia-Nya, kita
mmlhﬂm;mﬂhmﬁap&%mmmmmnwmn
pada Akhir Pan Tingkat 1/ atas RUU tentang

Sumber Days Alr

Baud: s Lol o

Pmmmmmnmmmhvnmmmmnm__nuu
lurtamSumberDm nuﬂmwmeMle
Pemarintah. dalam Forum Rapaf Pembicaraan Tingkat U

Nr-ggwbm Keputusan, pada hnei Senin, 26 Agushis 2016,

Pk ko sampaikun, batwea sebestumnys RUU teniang Sumber Daya Air, secarm
resml menjadi RUL Usul Inisiatif DPR Rl dalam forum Rapat Paripurna pada
dan Surat  Presiden  Nomor

wokil psmenrtah. yaitu: Umum dan Perumahan Rakyat,
Mentad  Osdam  Neged;, Menten an  Hidup  dan  Kehutanan:
Muntarl Enegi don Sumber  Days  Mineral; | Pertanan; don

Manter)
Menterd Hukim dan HAM, untuk membshas RUU tentang Sumber Daya Air

bersama DPR RI
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wmwummmwm tentang Sumbsr Diya Al inl
dalam Pergalotoan Sumbar Oaya Al
hon Gurabar

Pusat dan

I

Pangelclaan Daya A
sistem informas Sumber Duys Alr.
pendaraan;

5

PWW " "W;m"“'m ko Agame. Pengamst. Panggist dan

i

Selaln Ity, ucapan tadma kasit aamprlian untuk tim pendulung,
e, Bl e i a! T i dan
Fiadan Kzablian Davan Al dan. ¥ W DPR R; se
e pikak tedolt dan Janderal DFR Rl dan para phak yang lidak
- mmme-au.m;ﬁ-ﬁ"w sacashastaer, wkric,
o spmuia fingal pambahasan hingga pada Forum yang lerhormat inl.
Damikinn peayampatan ) Kamisi V' DPR RI atas hasil pombanasan RUU
gl e g gl
Semoga Tuhan Yang Maha Wiass senanliasa mambimbing dan meridhol amal

£
i

G Shanti Shant Shantl Or.
Nuri Bidilay,
Shaln,
Mardekal
17 2018
daiarta, mm
™
LASARVS, 8.508, MSI
Ho. Anggola: A - 217
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Lampiran 6. Pendapat Akhir Presiden Rl tentang SDA

W

PENDAPAT AKHIR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
RAPAT PARIPURNA RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

Jakarta, 17 September 2015

Selamat pagi,

Salam damal sejahtera untuk kita semua,
Om swastlastu,

Namo buddhaya,

Salam Kotu]llc.an.

Yang saya hormati :

« Pimpinan dan Para Anggota DPR-RI;

» Para Menteri dan Pimpinan Lembaga;

« Para Hadirn dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama perkenankan kami mengiringl Bapekibu
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita bersama
dapat menghadiri acara Rapat Paripurna Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Sumber Daya Alr.

Sebagaimana kita ketahui bahwa g
pembahasan RUU tentang Sumber Daya Air telah dilaksanakan
bersama antara DPR-RI dengan Presiden dan telah diselesaikan
pada Pembicaraan Tingkat | dengan keputusan menyetujui RUU
tentang Sumber Daya Air untuk diteruskan ke tahap Peng:
Keputusan/Pembicaraan Tingkat |l di Rapat Paripurna DPR-RI

Pimpinan dan para anggota DPR-RI, para Menteri serta para
hadirin yang terhormat,

RUU tentang Sumber Daya Alr merupakan manifestasi dari
semangat, cia-cita, serta komitmen Pemerintah dan DFR RI
dalam menege negara {erhadap alr
sebagalmana fercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indenesia tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XI/2013 tenfang Pembatasan Pangelolsan
Sumbar Daya Alr.

RUU tentang Sumber Daya Air yang diinisiasi aleh DPR Rlini
mutlak diperfukan mengingat air merupakan kebutuhan yang
sangat penting bagi kebarlangsungan makhiuk hidup di dunia ini,
Ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air
yang semakin meningkal, i kita untuk
sumber daya air dengan memperhatikan keselarasan fungsi
sasial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk
mewujudkan sinergitas dan keterpaduan amtar wilayah, antar
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sekior, dan antar g i guna hi k rakyat atas
air.

Bapakilbu yang saya hormati,

Busunan RUU tentang Sumber Daya Air ini lerdiri dari 18 Bab
dan 79 Pasal yang mengatur tentang pengelalaan sumber daya
air di Indonesia secara utuh. Hal-hal yang diatur meliputi
penguasaan negara dan hak rakyat atas air, tugas dan wewenang
dalam pengelotaan sumber daya air, perizirian, sistemn informasi,
pemberdayaan dan pengawasan, \ hak dan kewajiban,
partisipasi masyarakat, kaordinasi, penyidikan dan ketentuan
pidana.

RUU tentang Sumber Daya Air ini juga telah mengakomodir
kebutuhan dan dinamika yang teradi saat ini, seperti.

@ Jaminan k han pokok minimal sehari-hari seb 80 Iier
per orang per hari;

b Pengelolaan sistem Irgasi sebagai satu kesaluan sistem
(single management); dan

c. Perkuatan pengawasan dalam pengelalaan sumber daya air.

fan pear but di atas dan keyakinan
bahwa RUU tantang Sumber Daya Air ini telah melalui proses
pemb ' yang mendalam, izinkan kami untuk mewakili

Presiden Republik Indonesia dalam Rapal Paripuma yang
terhormat ini, dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa, dangan inj saya nyatakan bahwa Presiden menyetujui

RUU tentang Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi
Undang-Undang.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berperan dalam proses pembahasan RUU ini hingga menjadi
rancangan yang pada hari ini akan disahkan cleh DPR-RI. Kiranya
niat bakk kita untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan Negara
Kesatuan Repulik Indonesia yang kil cintai inl bisa tarwujud dan
didukung olef seluruh rakyat Indonesia

Para Hadirin yang terhormat,

Demikian Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang Sumber
Daya Air, dan kepada Pimpinan serta anggota Dewan yang
‘kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang
setinggi-tingginya atas segala parhatian selama berfangsungnya
pembahasan RUU ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi
segala pengabdian, amal, dan (badah kila dalam melaksanakan
tugas konslitusional ini.

Wallahul muwafig ila aqwamiththarig,

Wa 5 PR . TP e

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTER DAN HAK ASAS| MANUSIA

|
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Lampiran 7. Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat

it omems

PEDOMAN
PENYIMPANAN
DOKUMEN
TRANSKRIPSI RAPAT
DI
BAGIAN RISALAH

b ' aga.dewantama@dpr.go.id

Aga Sukma Dewantama
0816694941

E R
[ATAR BELARARG

Dokumen transkripsi rapat merupakan bagian penting dari hasil rapat-
rapat DPR RI, sehingga harus disusun secara cepat, baik dan transparan
serta dapat dipertanggung jawabkan dan dokumen transkripsi rapat
merupakan catatan rapat yang disusun secara lengkap dan berisi
seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat.

Dokumen transkripsi rapat sebagai salah satu output rapat yang
dihasilkan dari setiap kegiatan rapat di lingkungan DPR Rl yang
mempunyai peranan penting yaitu menjadi bahan dan malsrl dalam
proses pengambilan keputusan rapat jutny: i

negara, dan sebagai salah satu alat bukti turh:dlp prnscs hukum yang
terjadi seperti judical review, kasus korupsi dan lain-lain.

Ber Menteri Penday Negara dan
Reformasi airokrasl Nomeor 27 Tahun 2017 BAB V Uralln Kegiatan dan
Hasil Kerja Pasal 7 ayat 26 tugas seorang Asisten Perisalah Legislatif
Terampil adalah melakukan penyimpanan transkrip rapat.

Tugas penyimpanan dokumen transkripsi rapat meliputi menyimpan
dokumen transkripsi rapat, menautkan file folder dengan tabel
penyimpanan dan pencadangan penyimpanan di Cloud DPR RI.

i ya peranan transkripsi rapat ini, maka
dalam penylmpanan diharapkan mumiliki suatu pedoman penyimpanan
dokumen tr ipsi rapat agar penyimp. bisa jadi dokumen

yang tervalidasi secara efektif dan efisien. Maka, Penulis membuat
pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat yang dapat
dijadikan petunjuk untuk melakukan penyimpanan dokumen
transkripsi rapat.
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DASAR HUKDN

|.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Perisalah Legislatif.

2P Sekretaris | Dewan Perwakilan Rakyat Republik
indonesia Nomor 8 Tahun 2018 g di Y an
Formasi Fungsional Asisten Perisalah Legislatif

3 kretaris | Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional.

4 Peratt Sekretaris deral Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomeor 23 Tahun 2018 g dar Komp i Jab.

Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

LJURN

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi
pegawai yang menjabat sebagal Asisten isalah Legislatif dalam
proses melakukan proses penyimpanan dokumen transkripsi rapat.
Kegiatan penyimpanan dokumen transkripsi rapat bertujuan untuk :
»’,ﬂ Meningkatkan kinerja Asisten Perisalah Legislatif lebih efektif,
ﬂ' efisien, akuntabel dan terintegrasi.

‘i, g jawaban  p dan
penyelenggaraan hasil rapat.

r?‘ Penghematan tempat penyimpanan.

homd

WANFAAT

1.Sebagai bahan untuk per rapat j
2.Sebagali salah satu alat bukti apabila dibutuhkan,
3.5ebagai bahan untuk pembuatan risalah,

4 Sebagai arsip rapat bagi Alat Kelengkapan Dewan

CETENTOAN UNON
PENYIMPANAN DOKUNEN TRANSKRIPSI RAPAT

1.Dalam penyimp dok n tr

yang harus dilakukan, sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

b.Wajib berkcordinasi dengan alat kelengkapan dewan untuk
melengkapi transkripsi rapat yaitu bahan rapat seperti daftar hadir
peserta rapat, undangan rapat, skenario rapat, laporan peserta
rapat dan lain-lain.

. Wajib wylaph sarana i dengan menggunakan
flashdisk atau hardisk computer yang berkapasitas cukup.

d.Penyimpanan transkripsi rapat dalam bentuk word (docx) dan
kelengkapan bahan dilakukan i T i isi
dalam bentuk pdf.

e.Wajib membuatan klasifikasi folder penyimpanan yang tertaut
pada sebuah tabel penyimpanan (link).

i rapat memiliki kewajiban

. Wajib lakulk penyi dengan g\ !
cloud DPR RL

g.Wajib menyimpan dan njaga data dok tr psi leng
beserta informasi yang ter g di sesuai g
ketentuan dur yang dif i dan peraturan

perundangan yang berlaku.
h.Menjaga kerahasiaan atas informasi rapat.

2. Penyimpanan dokumen dilarang melakukan hal berikut :

2 Meny i yang dalam dokumen
tr ipsi rapat lengkap kepada tanpa perizi

b Memperjualbelikan informasi ipsi rapat K

© Memanipulasi penulisan transkripsi rapat melalui hasil rekaman
rapat.
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3. Pencadangan Penyimpanan di Cloud DPR RI

akses website
cloud.dpr.go.id

Login dengan mengisi

user name dan password
menurut data dirl masing-
masing pegawai.

berdasarkan tahun
rapat, bulan rapat, alat
e
dan tanggal
rapat
Upload file ucngon
pemilihan file
dan Imhnglupan berkas
rapat
A. Kesimpulan
Pedoman adalah acuan atau juk untuk akan
kegi ini di untuk membarikan acuan atau petunjuk
untuk transkripsi rapat

yang dilakukan oleh Asisten P.ﬂulah Legislatif Terampll berdasarkan
tugas dan fungsi Jabatan Fungslonal Asisten Perisalah Legislatif yang
ada pada Peraturan Me Ap Negara dan
Reformasl Birokrasi Nomor 27 Tahun ZO'I'J'.

Pedoman penyimpanan dokumen transkripsi rapat ini terdiri dari sub

bagian ketentuan umum seorang perekam rapat dan pedoman

penyimpanan dokumen transkripsi rapat. Pada sub bagian ketentuan

umum terdiri dari kewajiban penyimp ipsi dan
atau tis yang berter d kewajiban.

Pada pedoman penyimpanan dokumm transkripsi rapat terdiri dari 3

h dalam Ty , yaitu i
file d tlbcl penyimp Y, dan p dang
penyimpanan di cloud.dpr.go.id.
B.Saran
setelah penulls y pedoman /i kripsi
rapat pada Baglan Risalah ini agar penyl
ini dnpat beﬂmnfnt untuk dapat indak lanjuti sebagai ped

k i rapat yang nantinya dapat menjadi
beuan atau petunjuk baku pnda Bagian Risalah yang dapat digunakan
oleh Asisten Perisalah Legislatif Terampil.
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Lampiran 8. Jawaban Kuisioner Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat
1

KUISIONER
PEDOMAN PAN YIMPANAN DORUMEN TRANSKRIVS] RAPAT

I PENGANTAR:
1. Aughet inl diedarkan kepoda Aaisien Perisslah Legiledf o Bagion Rislsh Sckroaris
Jenderul dan, Maddan Keshlien DPR R dengun makrad untuk merdapakae informasi leasing
dokgmen a

pesyimpasn Ewnikeip iyt
2 Partistpmn Asinten Perimale Lagiakeci & Bs saagut
laml hapicac.

1L PETUNIUK PENCHSIAN
. Scichun mecjawa® peranyzas, acelah peturok fenginien donge cermat.
B Aot ¢ ey
Ly, dve brcsas
¢ x.-umm wmmmﬂﬁmmbmﬂmmm
ymag Ands alami

Nama Revponden n‘(mﬂn Simuiuean
NLP 11maRot2Y 10903 00 3
Jabatzn e Rt bmlahe et

3 o G Ty does tapat dagat disivias deys koot
mhﬂemhmuhdm&mm
¥a
Viak, alesan :
§ | Poxylmpenen dokcamer trankripal rupsl bengiay meripahn pelalainetn 12gss jdbuti yang
o torvalidaal
RIVE
: Talak chansn *
& | Podoran Pesyimpacan Dokan: datam
tognt jabatar.
s,
‘h r.at.m
Torima knsih atas pustisipasinys.

KUISIONER
PEDOMAN PINYIMPANAN DOKIWEM TRANSKRIPST RAPAT

L PENGANTAR:
1. Awgeet nf diedarkna kepade Asivion Pesisalah Leyishif 6 Boginn Risalah Sckroaris
Jeademl e (aden Kouhlian DPRL RI dengan maksuc untuk mendapatkan infomasd teniiag

penyinpuian vukmica vstrps el
2. Partisipasi Aslalen Perisalek Loglalatif df Baglan Risaich dalam memberikan izfornas asngat
[p——

IL PETUNIUK PENGISIAN
1, Sebeluxt menjiweb postanyass, bacalah porinivi jcalsian Sasghe ol
2. Angkel inf terdin dari 6 pestanysan,
3. Derflah fanda slixag (X) padn pilib huruln, dan b sl dengnn keaddaun yang séocurmys.
4. Semue jawabea benar vdak ada pang salek, oieh kaeas [n jewabiah soua permuyasn
sesal dengen keadaon oy Aoda alemi dengen fujor.

Namu Responden @ SgE WA Andan SwWD
NLF llmmm 005 100l |
dahatan AusTen PERiSALAN I

’!’ Spa1 den hobenghapar hoan leinny |
mmmm !
5&(.. aﬂn Pi H ,
T mmmwlmmpmmmww |
nuvumuuumhddmhhdm
@(m.w....-
B Gobuion trecalripsi rpe: gz abat, yang

Tociam knsil: stawe pactbrignactayn.
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RUISIONTR
PEDOMAN PR SERAPAT

L PENGANTAR :

I Angker fmi \iodarkan epicta Aslston Porsalah Togideil & Dajpun Risulsh Sckretars
Jendcrnl dan Padan Keahlan NPR RI dengon maksud antik mendaparion informasi tenang
penryimpazan doknmen ranskrimi mpar

2 Paerisipaal Aslsten Perisalals Legislarf 8l Bagian Risalah dolsm weniberikon infonmied smgst
ki haraphan.

1L PETUNJUK PENGISIAN
1. Sebel jawab ‘acalsh patuajuk i pa——
2 Anghet ini fordin dari 6 peranysan.
3 Porila tandla silarg €X padda pilihan Berif 3, den b sestiad donjoan keadum yany sebenaraya,
- Sﬁmwﬂ:msﬂdﬁhhwmwmm
i ke kel

Nomn Responden  : garm i
NLP 1 1896.07 M4 D190 3 2001
Jahatun tapy

| Yo

Tidak, alassa -

Y

O Ya

by Tidak, alasas ;

3| Dokemen pi apm bl irasakripad baluan Lainoya
" daftar hadir, gkenario rapat, Sahan rapat &1,

. Tl

a3 Ya
b. Tidak, alasan :

akuntabel dan fervalidasi.
Tk s

5 hkumen Transkrps: R il o
s Fogas etz

b Tidal, slasn -

Terims kasib stas parkisipasinys

IMUN T 51 RAPAT

I PENGANTAR :
1 Anghes ini ioderkan Aepadn Asisten Perisabli Lopinlatif di Bugion Riseloh Sckrctacia
Jeaidara dans Badan Keahlian DR K1 desgan makoad unuk: eodapackis fonnasi teatans

penyimpanan dekumen ismaskrips mpat.

2 Partisipusi Asisten 'esimih Legistanif di Bagian Risalah dalum memberiisn ifoomisgl sangat
e hermpdan.

1L PETUNJUK PENGISIAN

1. Schehu: menjawah pertanysan, bacalah poanjuk peagisian dengan cermnt

2 Amghot inf wendinl duri 6 pertamynan.

¥ il b oo b xcani dengan keadionn

4 Semuea javasban henar tiduk uda yang salak, oleh karens ilu jawablsh s perteyisn

Py Ands shei

Nams Responden : MVCABL (g6 € °
4 11995027 30090
ARy . o

X
i

3 mwmm“m@lm
b Tidak, alssea

¥ skripsi rapat

?amu*.m&m‘mm

L

b Tk, alomen ¢

4 i o ks o Mg e ot g Ak Senges Aper
o

i vy

o)
o
el SR s
5 | Penyimpanan dokiiinich transkripai mpat lenghap marepaken polakernaan tuges jabainn yangt
dua rervalidess,
Ya.

b, Tidak, alsssn

€| Pedoman Peny Dokvmen Trandrion Rapst i Al
prelaksanan fygas jebatan.
L& Y

“ b Ticeak, alasan ¢

A

Torima kesdh stss partisipeniays.
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KUISIONER:
FEDOMAN PENYIMPANAN DOXUMIN TRANSERIPSI RAPAT

L PENGANTAR :

1. Angker inl dicdackan kopads Asiasten Perimish Logiale! di Baginn Rivalah Sokretwis
Jeodern] dun Naden Kesilian DPR R despan makysd eniuk merdapatian infommas fontng
penytmpanan doimmen transkeriped sapac.

2. Partisipas! Asisten Peiaelals Loglshiif o Bagian Risolah dalsm remberilcan informnsi sengal
kami bazaplesn.

I, mm:m‘umzsmn
Sebeien menjmwab porimayvan, becalab petmuk pungisian dengan comist.
z Aogket i ferdi di 6 poctanyus.
3. Borilah b silang (X) pada pifihan huruf 1, den b semial dengen keesdamn yang sebenarmyn.
1 Serwan v henar ddok ad pav salah, Sl ancan i Jawsbll s pesesysan
bemi dergn | ujur.

P T e

;‘3"‘“”""" : A8 10405 Higel 204 |

3 | Dot T n = o baban ainnya
mmnmmmmm.

b. T-ll‘.lluul

4 Bkwu mahmmwmd.wmmﬁwmmwm
mﬂkdﬂhnmhddn-ﬂd

mm.n-n:

ubeldnmalw

B.'I'Ink.:hn

G @ Dokunen = Sl
IR
0y

b Tidwk, slusan ¢

Terima kisih s putispasiays.

PEDOM. T RAPAT

L TENGANTAR:
L. Aoplet ini diednkaa kepada Asisies Verisalah Legishatif di Magian Wisalah Sekreinris
Jendernl dan Putun Keablizn DPR RI dengan maksud uruk mondugmtion informes featang

peaylmpeaa dokrancn ekl st
2. Partisipast Asisien Perfanlah Logisatlf di Bagiao Wisalah dalom niemberflnn inforzias smget
ust harnpia,

3, Beilah tnin silwag (X) paa paFinn e, e b seresl demgen kenehsam vy scbenmryn.
& Senas juvaban henar ddak ade yeng saleh, oleh koreus i jronblab serma pertanyan
srfaislnediar e s

N, Shadn A
[ 1ok lasseiossont
+ brosd.

3 3 { iy ey
aqnmldnh'hlﬁr mmmmn
X Vi
. Tk, alsen:
l_'i | Bifiesa ke e ghap dengan cepul
Qﬂ;m»mnumum
b Tidak, slama:
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KUISIONER

PENY. HUMEN TRANSKRIPST RAPAT
. PENCANTAR :
1. Anghet ini diedarkan kepads Asiien Perimlch Legmlaif & Bayian Risalah Sckretans
Jendersl dan Hodan Kaablinn DPR RI dongan makaud wotuk mecdapatian afornest testang

penyimpansn defumen ramakrips rpat
2. Purtiipusi Asicn Persaloh | ezislali o Iagian Risloh dod
Ko haragin,

1L PETUNIUK PENGISIAN
1. Sebolum meajewab pertinywan, Bacabi petunjuk pomgisien dongan comat.
2. Angket o tordisi dar 6 perisnyasn.
3. Berlish bunds siling (X) pocta piliian hurf s, dun b sesuas dongan kusdsan yung sebensrnys.
4 hmmm*ﬂm&wm“mmmpm
i AL e Nk,

prosedur Jormal yang joln scbagm pedomin niuran bertinduk dalmm ponyimmpanm
transhripsi rapal.

T . ok i ok

3| Driknmen manskcripel rapat lenghan berupa asil trsnakripsi din kelonghapen bban lainays
ddafber b, skenano rapal, batvn rpad J

Yo

Tidak, alsxan :

T [ Sitem transkriptl lengkap
@:lﬁhdﬁmhd-mm

“Tidak, alasan

§ dak kripnl rapat lenghap yang
akuntabel dan tervalidal

@n

“Tidslc, nlnsen:

| Pooman Peaylmpeain Dakinan Traasksipa! Repat yao Gusillan dupel dapliestisn dabas
¥ g faSates.

Ya.
Tidak, alasan :

-

Terima kaxih atas partisipacinys.

KUISIONER
DOKUMEN TRANSK RAPAT

L PENGANTAR =
1. Anghol i dicdurkan fcpails Asisen Porealah Legliiatif di Baglan Wisalah Sekrouwis
Jenderal dan Badan Keeblian DPR K deagan makscd untek mendagatkn informis wutsag
penylimpanza dokumen tmacksips raps,
2 Partislpa Asbin Pecisalah Laginiaif di Rigina Risaish dolam wernboriins inforrasl sngai
et harapian.

i i B

1L PETUNJUK PENGISIAN
1

1 Anghotini worditl dati 6 pectamysse.

3. Berilah tnca silang (X) pec pilihan huruf s, dar b pomai derygan koachian yeurg wcberarmys.

4. Semus juwahan berir tidsk ada paccy swleh, ook Koriza e jmenbleh somus pevmynt
scau dengan keaduen yang Ands slarsi dexgan jujur.

Nama Responden ¢ poA IR L
NLP TSk 0y 20w 9030004

A Prlge lewtlas  fer~ml

2 Q:‘mmmmmmmmu doioepanhorkas bahm,
a
i3

s+
| Dolowmien fraaskeipn ragal lenghap herupa hasit inwiripw da kckngkspan ehan lelaeya
v e ki, dkenario repel, b pat A1l
Tk, s i
- ]
4 | Sistum poncwsia dokymmen eaasizipsl “cepal droal dilakun, yperlink 1
Ehmmiwmmp;{“ww s
pelakranian yuryg
¥ sikan Gl

Terima kawih acas partie pusinye
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KULRION 1K
PEDCMAN PENYIMPANAN DOEUMEN TRANSERIPSI RAPAT

1. PENGANTAR
|,Ana-¢uunhnmm Logislarif i Bagien Risalah Sckrstacls
wmwmmmwmumm,mmg

penyimpana dokumen ks raul
2 Portinipesi Ansion Portsalah |sgislasi f Bagian Risaieh dal
kami hsrapann.

. PRTUNIUK PENGISTAN
bacaisk s e sy
2 Anghetinl fetif dor & pertanyam,
1. Deriluh tande silacg (X3 pade piliiu burla, dae b senso] dengen bendean yang scbaerya.
4 Sewna jawaban benar Hdak ads ypung valah, olch karona ity preablab sennss pedanym
woniai dengan kewdus yang Anda aluni dengas jufar.

Ya
Tk, aleonc |
57 Smrmmmmumm—. [T —
: T, abssn;
3| Dok tarskepst napat hﬁqiﬂnhdnﬁqﬂﬂmhﬂ-@q—ﬂmh
vepeti daftar hsdir, M s
)u(.'nm.-l-n:
4 [Saas a englan o n dersgn kyperlink
mmmnmmm
Ye
Tiddak, eluwen 1
S| Pouyin:pannn dokumws trmskoipsi rapet Jesghap meriipakan pelsksamuar, togas jobann yeng
bel dae torvalidasi.
'gvn
Tidak, shasn -
& [Podoman Dekomen Transkripa Hopatyeog i &
polakaanasa fugas jehatan.
X Vi
b, Tidak, aliosun :
i)
Terima kaiih aias pertisipurinye.
KUSIONER
PEDOMAN RAPAT
L PENGANTAR:

I Anghes fni disbokan Repnts Asision Pectwilnls Loginled? di Tiagina Rivalih Scketacis
Jevaderal dan Aedan Keahlian DPR R dergan wrksid mmiuk mesdspetinn infonnan womeg
pesyimpwnn dokurman wunskripsl mpet.

i e Eaaipsrivioio § Sl it
Ieaenl htrapcnn.

1L PETUNTUK PENGISIAN
I i ghaan demgan sormat.
2. Angket inf ordir thi 6 rertacyan.
L dan b sceini deagn keadasn yang sebensniys.
& Sewisa jumuban bewar fdak ada yomg saloh, obeh karens iru jawablab tenion pertanywin
sesuat demgen Lesdlaen yang Asda slami dengan fujur.

Mhmmmhmﬂl
?‘-m o Rl ssman Aun

‘i
;
g:

|
nnmm i
m&mhmwm |
|
' l\hl.llﬂn |

gm&uum |
B Tidek alasum; |
€ mwmm‘?{;mmw ks I

h‘ridd.nhll‘.

Teriing kasib s2as partisipasinya.
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KUISIONER
PEDDMAN PENYIMPANAN DOKUMEN TRANSKRIPS] RAPAT

1. ‘Asgiet inl diedurban lopads Asistor Perisdeh Loghiatit &5 di B Risalih Sclasars
Tensorsldan B Ksabfar: DYR: 21 degen mabud tnick rendupadn in ot hang

peayimponan debumen mskrips ol
2 Partisipnsl Axisten Porisalnb Leyialatit di Diggivn Risalah dularm morrbordoen informsd sangt
[y —

n mrummtm
‘Sehebun: mengwab porenysar, bocalah potunjuk porgisin doyan cemmat.
z Angle Ini toreliel da 6
3. Berilah tande siluay (X) poc pilitue loral e, dan b sesuia] desigrts koudann yang sebasarnyn,
& Semu jawaban benar tidak ada poxg selak, cloh karas itn fawsblah s pertaayaan
sestaai denga keadasn yung Ands alami dogen jujur,

Nania Responden |P'u’t AOREYN P

NLE P 3992 03231019 931003
SRR Famm iq-:bum Bl M-n...

3 mFWm-mwwawul Py
o
Tidak, slasan :

3| Dukimnen transitips: evpa lenghap berupa hnell Gandkripni
Wmhm! akenatio ropat, bahiaa mpat @il

A
Tidak, alaas 1
0 o Jeoian wopal dapt dilekuan dengam hyperiind
waals file dubeanen ke dthun Wbl paryimpuman.
X Y
)\:mm
£ 3 i P J yarg
fan torvalidasl,
e
b, Tiduk, alassn :
0 'Mmmmmmmmm1wm:mmmm easikan dak
jubstan,
xh.
[Fhe

KUISIONER
PEDOMAN FENYIMPANAN DOKLMEN TRANSKRIPS] RAPAT

1. PENGANTAR :
1. Angkat ini dicdariorn koqwels Asmen Perihl Logisistil di Bagian Risalh Sekretncis
Jendenal daa Badsa Keshlisn DPR RI denga micsad snnik mendapatkan isfocmasi reatang

peiyiripaia dolumen toomkripl et
2 Purtivipasi Asiston Pesisalsh Legiakitif i Daghin Nisalah dalam momberikin) iiforuiis sngat
o) haruh.

o mmw:mm

pertamyaae, vacilsk

bl
1 Anghet i lenie dart 6 peraaynan.
. Beribh

o el bt
( mmwmmmmnmmmmm

Noma Responden. Loy Mirmala 5
NLP 14 845905 3019917002,
Javaian L

1 | Diperduiean proseduc formal yang jelas sebagai prdoman sruran bertindak dolam penyimpazan
pstnmmnu
fa)va

T Siktem pencirian [T Eep————
ﬁ;"" hmwmwmm =

Tidak, nlamnn

T ek yr e i

yang

dua tryvalidasl. |
A Y
Tk, shasen ¢
Paiaman Poryapwn xuoes Treskripes Ropai yany il dapa o aphbascan e
tagay jritn,

5"\
b Tidak, lasan

Terdma kasth stas partisipasinys
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KUTSIONER
PEDOMAN PENYIMPANAN DOKUMEN TRANSKRIPS| RAPAT
L Wﬁlz
. Angkel inl Joderkan kepads Aswien Perisalah Logholatit df Dagisn Wisslah Sekretaris
wnmmmmwmmmwum

dokumen transkripsi mpat.
2, Wmmw&mmmm informan sengat
i mumwrmm
1.

l Anﬁuﬂsudﬂmﬁm
huiufa, ok cadai sebenarmyn.
¢ mmu—mmm-ﬁmmhwnum

R —— lh.,m &!uf Al Rajvols,
Jabatan EM!: f@g-nhﬁ Akle Pm’ff‘l‘w\

4 | Siviern pencurian dolamen raskripsi lestglap dengan cepat dapat dilaknkaa dengen byperlink
ke dalnm tabel

Y.
oy Tk, b -

dokumen
b Lervalidos.

‘aloumtabel
-

KUISIONGR
PEDOMAN P DOKUMIN APAT

L PENGANTAR ¢
L. Anghes ini diedarkan kepads Avinim Porimlah Legielesil di Region Rislaly Scireais
Jesderal dun Niadan Keahtisn DPR RI desgan maksod voruk meadepadion informas! testang
penyimpanan dokumes transkripsi rapst
2 Pacthsionl Asision Perbialah Leghianil o Bigim Risalsh dalarn memborivan informsi sgst
i Toraphan,

1 mtwu:muw
Selielian

1 Anghet il il dat 6 putaoysm.

3 Berilnk tnads silang (X) peda pilibao bisru 2, dan b sernal dengan keadaan yeny scbonamyn.

4 “m“ﬁxz“ﬂwﬂﬁﬂlﬁmm
Y flan 2 "

Nama Responden 1 J12A M0
NLP 189|002 0l 07 60|
dahatan * Perisnlen Lfg sl B AR (obew

D’Mﬂ-wwwnn--ﬁ-—imn-mmuumym
rapai.

&M alsan :

7| Sarana pecyimpaase dokmen cokop memiadal demgas Sigaticet ddccso bk v
P |

T -m:i S b g
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Lampiran 9. Score Hasil Angket Kuisioner Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi

Rapat
Skor hasil Angket Kuisioner
Pedoman Penyimpanan Dokumen Transkripsi Rapat
Nomor Butir Kuisioner
m 1 2 3 ) 5 5
Ya Tidsk | Ya | Tidak | Ya Tidak | Ya Tidak | Ya Tidak | VYa Tidak
1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
2 100 0 0 10 100 0 100 0 100 0 100 0
3 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
- 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
6 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
7 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
8 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
9 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
10 100 0 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0
11 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
12 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
13 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
14 100 0 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0
15 100 0 100 0 0 100 100 0 100 0 100 0
Score Total| 1500 0 1200 210 1200 300 1500 0 1500 0 1500 0
Presentase | 100% 80% 80% 100% 100% 100%
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Lampiran 10. Kartu Kendali Proses Pembimbingan Aktualisasi Antara Peserta dengan
Mentor dan Coach

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR

KARTU KENDALI

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....
TAHUN 2019

Culima Vewgntama

Nama Mentor : vm_ i @L\di u*ﬂm_l,M.Si

Nama :A a
Instansi  : ‘3;\ end dan B PIR 2y
NIP. 1109302142019 0% (062
I e e
1 [l okt Lo10 QE’;‘“ m"’{“ﬁ‘q“;“\t‘:‘? i fihug \mwn5 h:t:hqd\: 1"'\‘* A
2 ot 1019 [t e P T, [Ttk | 5
3 [ Ok 101 SR dattn [T [ T, W
o [WNovgog  [leliol e | el | @
5 |§ Mov 1019y nﬁfmpﬁ,?'” vcmz-\“ ” w&%z\'m W‘ﬂf_—
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | Dst ..

(*) Pembimbingan yang sah

adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor
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Lampiran 3. Kartu Kendali Pembimbingan Aktualisasi Bagi Peserta, Coach dan Mentor
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia PESERTA

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISAS|I ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....

TAHUN 2019
Nama ] A a Su'm& Yewantama . Nama Coach: Sulag Rone’i atl, 6.H M H
Instansi : Q\'&e(\d\ dan BK Q7R & 3
NIP. < 199% 690 20190%1002

0
v O o SRR [y (e eeet)
2 i Outher a0 fe ey | g ol [P | 6
3 \ : I
4
5
6
i
8
9
10
1
12 | Dst,
(*) Pembimbingan yang sah Kepala Bidang Pelaksanaan
adalah pembimbingan yang Pusdikiat Setien dan BK DPR RI
ditandatangani oleh Coach

Rusmanto, SH., MH
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